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ABSTRAK 
NAMA : ERWAN BIN SANGKALA 
NIM  : 10200112116 
JURUSAN : Ekonomi Islam 
JUDUL : Tradisi Praktik Mappalla’ (Borongan) dalam Jual Beli Singkong 
di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru 
(Perspektif Ekonomi Islam) 
Pokok masalah penelitian ini dibagi dalam beberapa sub masalah atau 
pertanyaan, yaitu; (1) Bagaimanakah mekanisme tradisi praktik mappalla’ (borongan) 
dalam jual beli singkong di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten 
Barru? (2) Apakah tradisi praktik mappalla’ (borongan) dalam jual beli singkong 
yang masih di dalam tanah di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten 
Barru sesuai dengan Perspektif Ekonomi Islam? 
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah: fenomenologis dan normatif. Adapun sumber data penelitian ini 
adalah petani (penjual) dan pembeli singkong. Selanjutnya, metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi pustaka, dokumentasi dan 
penelusuran data online. Lalu tenik pengolahan dan analisis yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif. 
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tradisi praktik mappalla’ (borongan) 
dalam jual beli singkong di Desa Lalabata pada umumnya petani (penjual) mewarkan 
singkongnya kepada pembeli dan untuk menentukan harga terlebih dahulu petani dan 
pembeli melakukan penaksiran kuantitas dan kualitas singkong dengan cara mencabut 
beberapa pohon singkong di tempat yang berbeda dan menghitung jumlah bibit 
singkong yang ditanam oleh petani. Dan setelah terjalin kesepakatan, singkong 
menjadi milik pembeli sehingga semua biaya panen singkong ditanggung oleh 
pembeli sebagai pemilik singkong tersebut. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan 
akadnya telah sesuai dengan aturan-aturan Islam dengan merujuk pada kesesuaian 
rukun dan syarat akad jual beli dalam Islam. Mengenai obyek jual beli yang masih 
berada di dalam tanah, berdasarkan pendapat sebagian ulama masih tergolong dalam 
kategori gharar yang ringan dan tidak dapat dipisahkan darinya kecuali dengan 
kesulitan serta merupakan praktik yang dibutuhkan oleh masyarakat di Desa Lalabata, 
sehingga berdasarkan hal tersebut maka gharar yang terkandung dalam tradisi praktik 
mappalla’ (borongan) di Desa Lalabata dikecualikan dari hukum asal gharar, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut diperbolehkan dalam Islam 
 
Key Words: Perspektif Ekonomi Islam, Mappalla’ (Borongan Singkong). 
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  BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Islam hadir sebagai rahmatan lil ‘alamin telah meletakkan al-Qur’an dan 
Hadis sebagai sumber hukum utamanya, ajaran Islam memuat semua dimensi 
kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia 
dengan manusia, maupun hubungan manusia dengan seluruh alam. 
Manusia sebagai mahluk sosial memerlukan orang lain dalam aktivitas 
pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan ketentuan dan kaidah-kaidah yang 
dituangkan dalam ajarannya yang menjadi pengikat dalam hal bermuamalah. 
Muamalah secara bahasa berarti pergaulan atau hubungan antar manusia. 
Sedangkan menurut istilah, Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur 
hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam usahanya untuk 
mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.
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Muamalah menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang 
telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, 
mengatur, mengelola dan mengembangkan mal (harta benda). Dalam muamalah 
terdapat beberapa prinsip dasar, antara lain yaitu: 
1. Hukum asal dari kegiatan muamalah adalah boleh, sepanjang tidak ada dalil 
yang menunjukkan pelarangan atau pengharaman. 
2. Tidak ada paksaan satu pihak kepada pihak lain (sukarela dan saling ridho). 
3. Menghindari kemudharatan dan mengutamakan atau mendahulukan 
kemaslahatan. 
                                                          
1
Hasan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2008), h. 289. 
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4. Tidak melakukan perbuatan aniaya, dan tidak boleh dianaya.2 
Muamalah mencakup berbagai macam hubungan manusia dengan manusia 
lainnya dan salah satu bentuk yang sering dilakukan oleh manusia adalah jual beli, 
sebagaimana yang kita ketahui bahwa landasan hukum jual beli dalam Islam berpijak 
pada landasan hukum yang pasti yang mempunyai manfaat untuk mengatur masalah 
kemaslahatan manusia. 
Jual beli dalam bahasa Arab yaitu al-bai, menurut etimologi dapat diartikan 
dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut bahasa (al-bai’) 
adalah tukar menukar secara mutlak.
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Sedangkan menurut syara’, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar 
benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah 
pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai 
dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan 
syara’.4  
Sesuai ketentuan yang telah dibenarkan syara’ maksudnya ialah memenuhi 
persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan lain-lain yang ada kaitanya dengan jual 
beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai 
dengan kehendak syara’, maka praktik jual beli tersebut tidak sah. 
Ajaran Islam memberikan pedoman terhadap pelaksanaan jual beli agar 
sesama manusia saling membantu dalam suatu kebaikan dan melarang tolong-
menolong dalam berbuat dosa. Anjuran untuk melaksanakan Jual-beli yang baik dan 
benar atau harus suka sama suka atau saling ridho, sebagaimana yang dijelaskan 
dalam QS. an-Nisa/4: 29. 
                                                          
2
Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Mu’amalat (Hukum Perdata Islam (Yokyakarta: UII 
Press, 2000), h. 15-16. 
3
Ahamad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 173. 
4
Mohd. Saifulloh al Aziz, Fiqh Islam Lengkap: Pedoman Hukum Umat Islam dengan 
Berbagai Permasalahannya (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2005), h. 337-338. 
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                        
                        
        
Terjemahnya : 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 
(QS. an-Nisa: 29).
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Ayat tersebut menerangkan tentang adanya larangan memakan harta dengan 
cara yang batil serta kebolehan melakukan kegiatan perniagaan diantaranya adalah 
praktik jual beli dengan syarat suka rela dan saling ridho diantara kedua pihak yang 
melakukan transaksi jual beli. Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual beli sama 
dengan prinsip-prinsip dasar menurut norma-norma Islam yaitu kejujuran, 
kepercayaan dan kerelaan(saling ridho).
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Dewasa ini, seiring perkembangan peradaban manusia muncul beragam 
transaksi jual beli yang masih diragukan kesesuaiannya dengan hukum jual beli yang 
telah diatur dalam Islam karena belum ditemukan secara terperinci dalil pembolehan 
maupun pengharamannya. Seperti halnya transaksi jual beli yang dilakukan oleh 
                                                          
5
Departemen Agama RI, Al-Jumanatul Ali Al-Qur,an dan Terjemahannya (Bandung: CV. 
Penerbit J-Art, 2004), h. 83. 
6
Muhammad Syarif chaudhry, Fundamental of Islamic Economic System, terj. Suherman 
Rosyidi, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), h.132. 
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masyarakat di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yang sudah 
menjadi tradisi dan membudaya di kalangan masyarakat di Desa tersebut. 
Transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat tetapi belum dapat 
dipastikan kebolehannya menurut hukum Islam adalah seperti yang terjadi di 
perkebunan singkong di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. 
Para petani dan pembeli singkong bertransaksi jual beli dengan sistem borongan yang 
dikenal oleh masayarakat Desa Lalabata dengan sebutan mappalla’. 
Tradisi praktik mappalla’ (borongan) yang dilakukan oleh masyarakat di Desa 
Lalabata yaitu; ketika singkong sudah memasuki masa panen, pembeli akan 
melakukan penawaran kepada petani pemilik singkong. Dan untuk menetukan harga 
singkong tersebut, terlebih dahulu petani dan pembeli melakukan penaksiran dengan 
cara melihat dan mengitari kebun singkong kemudian dengan hanya mencabut secara 
acak beberapa pohon singkong ditempat yang berbeda-beda yang digunakan sebagai 
sampel untuk memperkirakan jumlah dari seluruh hasil panen singkong tersebut.  
Obyek jual beli dalam praktik mappalla’ (borongan) pada saat dilakukan 
transaksi masih berada di dalam tanah atau masih berada di pohonnya, sehingga 
kejelasan dalam segi kuantitas dan kualitas dari keseluruhan singkong tersebut tidak 
dapat diketahui dengan jelas. Karena dalam praktik mappalla’ (borongan) tidak 
digunakan penakaran atau timbangan dan hitungan yang akurat, sehinga hasil 
penaksiran yang diperoleh dari kedua belah pihak hanya bersifat spekulatif. 
Kemudian dalam praktik mappalla’ (borongan) perjanjian jual beli biasanya hanya 
dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti transaksi yang sah sehingga 
memungkinkan terjadinya perselisihan di kemudian hari.  
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“Sebagaimana diketahui bahwa syarat sahnya suatu jual beli pada umumnya 
adalah objek barang harus diketahui. Artinya materi objek, ukuran dan kriteria 
mestilah jelas”.7 Sementara, dalam jual beli dengan praktik mappalla’, objek dalam 
transaksi jual beli tersebut masih berada di dalam tanah sehingga secara keseluruhan 
singkong tersebut tidak dapat dilihat dengan jelas. 
Jual beli singkong dengan praktik mappala’ juga tidak menggunakan 
penakaran timbangan yang akurat, dan hanya menggunakan penaksiran yang hanya 
bersifat spekulasi. Hal ini memungkinkan adanya unsur gharar yang dilarang dalam 
hukum Islam dalam praktik tersebut. Semua jual beli yang mengandung gharar, 
seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya 
atau tidak mungkin diserah terimakan. Sehingga jual beli gharar tidak diperbolehkan 
dalam hukum Islam. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan 
menganalisis mengenai praktik jual beli yang dilakukan oleh petani (petani) dan 
pembeli singkong di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru 
berdasarkan perpektif Ekonomi Islam dengan menuangkannya ke dalam skripsi yang 
berjudul: Tradisi Praktik Mappalla’ (Borongan) dalam Jual Beli Singkong di 
Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru (Perspektif Ekonomi 
Islam) 
 
 
                                                          
7Ghufran A. Mas‟adi, Fiqih Muamalat Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2002), h. 133. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini dan 
menghindari adanya kesalahpahaman serta sebagai tindakan efisiensi waktu dan biaya 
maka penulis memberi batasan terhadap penelitian yang akan dilakukan dengan 
memfokuskan penelitian terhadap hal-hal sebagai berikut: 
a. Tradisi praktik mappalla’ (borongan) dalam jual beli singkong yang masih di 
dalam tanah. 
b. Tradisi praktik mappalla’ (borongan) yang dilakukan oleh masyarakat di Desa 
Lalabata. 
2. Deskripsi Fokus 
Berdasarkan pada fokus penelitian tersebut maka dapat dideskripsikan sebagai 
berikut: 
a. Mappalla’ merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat di Desa Lalabata 
Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dalam menjual hasil tanaman singkong 
mereka yang masih di dalam tanah dengan cara borongan. 
b. Mekanisme yang digunakan untuk menentukan kuantitas dan kualitas serta harga 
hasil panen singkong dalam Tradisi praktik mappalla’ (borongan) yaitu dengan 
menggunakan sistem taksiran.   
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C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan 
masalah yang dijadikan sebagai fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu : 
1. Bagaimanakah mekanisme tradisi praktik mappalla’ (borongan) dalam jual beli 
singkong di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru? 
2. Apakah tradisi praktik mappalla’ (borongan) dalam jual beli singkong yang masih 
di dalam tanah di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru sesuai 
dengan perspektif Ekonomi Islam? 
 
D. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang 
sudah dilakukan di seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian 
yang sedang dilakuakan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian 
atau penelitian tersebut.
8
 
Pembahasan atau kajian tentang masalah jual beli secara umum banyak 
terdapat dalam buku-buku fiqh muamalah, diantaranya yaitu buku Fiqih Muamalat 
karangan Ahmad Wardi Muslich yang menjelasakan tentang definisi dan dasar 
hukum jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat jual beli serta macam-macam jual beli.
9
 
Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam buku lain yang ditulis oleh Ghufron A. 
Masadi yang berjudul Fiqh Muamalah Kontekstul yang menjelaskan tentang 
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pengertian dan landasan syar’i, rukun dan syarat jual beli, objek jual beli; mabi’ dan 
tsaman jual beli fasid dan bathil, serta jual beli yang  fasid dan bathil.
10
 
Selain dari buku-buku tersebut, penelitian tentang jual beli sebenarnya telah 
banyak, ada dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi, dan pembahasannya itu 
sendiri dari berbagai macam dan bentuk jual beli yang telah dipraktekkan dalam 
lingkungan masyarakat. Adapun beberapa penelitian yang ditemukan penulis untuk 
membantu kelancaran penulisan skripsi ini antara lain: 
1. Skripsi yang tulis oleh Durrotun Nafisah yang berjudul “Tinjauan Hukum 
Islam Terhadap Sisem Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Cengkeh di 
Desa Sidorharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang)” penelitian ini 
membahas tentang praktek jual beli cengkeh sistem tebasan yang ada di Desa 
Sidoharjo. Dalam praktiknya, sistem tebasan di desa Sidoharjo ada dua 
macam, yaitu: tebasan pangkasan dan tebasan wohan. Tebasan pangkasan 
adalah sistem tebasan dimana aqad jual beli terjadi saat pohon cengkeh sudah 
menunjukkan gatra. Tebasan wohan yaitu aqad jual beli dimana pohon 
cengkeh ditebaskan untuk beberapa kali wohan dengan ketentuan apabila 
pohon cengkehnya berbuah sedikit maka penebas diperbolehkan untuk tidak 
memanennya dan akan mendapat kompensasi untuk memanen pada musim 
selanjutnya. Dalam jual beli sistem tebasan yang ada di Desa Sidoharjo ini 
tidak mengandung unsur gharar yang ada hanyalah resiko kerugian kecil. 
Resiko merupakan hal yang lumrah dalam jual beli karena resiko datang di 
luar kehendak manusia. Dalam Jual beli tersebut baik penebas maupun 
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Gufron A. Masadi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 
hal. 129-145. 
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pemilik pohon juga mengaku saling ridha. Penebas merupakan orang yang 
ahli, sehingga perkiraan mereka selalu benar dan jarang sekali salah. Praktek 
Jual beli juga sudah menjadi kebiasaan penduduk Desa Sidoharjo yang selalu 
berjalan setiap tahunnya dan tidak pernah ada masalah baik sebelum 
dilakukannya kesepakatan atau sesudah terjadinya kesepakatan. Jual beli 
cengkeh dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Sidoharjo sah menurut 
hukum Islam karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.
11
 
2. Skripsi yang ditulis oleh Anna Dwi Cahyani yang berjudul “Jual Beli Bawang 
Merah dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuh Turi 
Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam), skripsi ini membahas 
tentang praktik jual beli bawang merah yang ada di Desa Sidapurna. Yang 
dalam praktiknya, jual beli bawang merah dengan sistem tebasan jika 
dipandang dari segi hukum Islam adalah jual beli yang seharusnya tidak 
dilakukan, karena jual beli macam ini memungkinkan terjadinya spekulasi 
dari pedagang dan pembeli karena kualitas dan kuantitas bawang merah 
belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya karena tanpa adanya 
penakaran atau penimbangan yang sempurna, namun.Cara seperti ini sudah 
lama diterapkan dan sudah menjadi tradisi, juga karena masih terciptanya 
kepercayaan yang tinggi antara pihak-pihak yang melakukan transaksi ini. 
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Alangkah baiknya jual beli ini dilakukan dengan cara menimbangnya terlebih 
dahulu sebelum dijual, agar jelas dalam penakaran atau penimbangannya.
12
 
Dalam penelitian ini, penulis melakukan penilitian dikarenakan mayoritas 
masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Lalabata hanya memandang jual beli dari 
segi keuntungan dan kerugian, tanpa melihat boleh atau tidaknya suatu praktik jual 
beli dilakukan menurut hukum Islam. Dan pustaka yang ada, akan digunakan sebagai 
bahan pertimbangan atau rujukan untuk menemukan sebuah kesimpulan dalam 
penelitian ini. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Setiap usaha dan kegiatan yang dilakukan secara sadar harus selalu memiliki 
tujuan dan manfaat agara usaha dan kegiatan tersebut bisa terarah dan terencana serta 
memiliki manfaat yang jelas. Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari 
penelitian ini adalah:  
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui mekanisme tradisi praktik mappalla’ (borongan) dalam jual 
beli singkong di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. 
b. Untuk mengetahui tradisi praktik mappalla’ (borongan) dalam jual beli singkong 
yang masih di dalam tanah di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten 
Barru sudah sesuai Perspektif Ekonomi Islam 
2. Kegunaan penelitian 
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Adapun manfaat atau kegunaan yang diaharapkan dapat diproleh dari 
penelitian ini adalah: 
a. Diharapkan penelitian ini berguna bagi para akademisi dalam rangka pemikiran 
dan khasanah Ekonomi Syariah khususnya dalam bidang fiqih muamalah. 
b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi saran dan rujukan dalam pelaksanaan 
transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam dikalangan masyarakat secara 
umum dan bagi masyarakat di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten 
Barru pada khususnya 
 12 
 
BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Jual Beli dalam Islam 
1. Pengertian jual beli 
Jual beli dalam bahasa Arab yaitu al-bai, menurut etimologi dapat diartikan 
dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.
1
 Pengertian jual beli secara bahasa 
dalam lingkup bahasa Indonesia yaitu, kegiatan tukar menukar barang dengan barang 
lain dengan tatacara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga 
penggunaan alat tukar seperti uang.
2
 
Pengertian jual beli dari sisi istilah atau terminologi hukum Islam, berikut 
beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama dan ahli ekonomi Islam yaitu 
sebagai berikut: 
a. Menurut ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu 
arti khusus dan arti umum.
3
 
1) Arti khusus yaitu, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang 
(emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang 
atau semacamnya menurut cara yang khusus.  
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Ahamad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 173. 
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2) Arti umum yaitu, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut 
cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang. 
b. Menurut Ulama’ Malikiyah mendefinisikan jual beli dalam dua pengertian, yaitu 
jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.
4
 
1) Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang 
bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah aqad yang mengikat 
kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti 
penukaran atas sesuatu yang yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu 
yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah bukan dzat, 
ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan 
hasilnya. 
2) Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan 
kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, 
penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, bendanya dapat direalisir 
dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan 
pembeli ataupun tidak, barang-barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau 
sudah diketahui terlebih dahulu. 
Sedangkan pengertian jual beli menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, 
yaitu: 
Menurut Ulama Syafi’iyah memberikan definisi jual beli sebagai suatu aqad 
yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan 
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diuraikan nanti untk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk 
waktu selamanya.
5
 
Menurut Ulama Hanabilah memberikan pengertian jual beli sebagai tukar 
menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan 
manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.
6
 
Menurut Hasby Ash-Shidiqy memberikan definisi jual beli sebagai pertukaran 
benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik 
dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Aqad yang tegak atas dasar 
penukaran harta dengan harta,  maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.
7
 
Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual 
beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara 
suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan, maka akan terjadilah 
penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh syara’. Yang 
dimaksud sesuai dengan syara’ adalah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli. 
2. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli 
tersebut dapat dikatakan sah menurut syara’. Berikut akan dipaparkan rukun dan 
syarat jual beli dalam Islam: 
a. Rukun jual beli 
Secara umum rukun jual beli dalam Islam dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 
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1) Aqid (penjual dan pembeli)  
2) Sighat aqad (ijab dan qabul) 
3) Maq’ud ‘alaih (Objek aqad).8 
Aturan tentang rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat para ulama 
Hanfiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu 
yaitu, ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling 
memberi. Atau dengan redaksi yang lain, ijab qabul adalah perbuatan yang 
menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada 
pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.
9
 
Sedangkan menurut Jumhur ulama meyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 
empat, yaitu: 
1) Ada orang yang beraqad atau al-muta’aqidain (penjual dan pembeli) 
2) Ada sighat (lafal ijab dan qabul) 
3) Ada barang yang dibeli 
4) Ada nilai tukar pengganti barang.10 
 
b. Syarat-syarat jual beli 
Adapun syarat jual beli seperti yang telah dikemukakan oleh para jumhur 
ulama diatas adalah sebagai berikut 
1) Syarat-syarat orang yang beraqad 
a) Yaitu apa-apa yang disyaratkan pelaksanaannya untuk teranggapnya sebuah 
aqad dengan diadakan secara syar’i. Apabila tidak begitu maka aqadnya 
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batal. Para ulama fiqhi sependapat bahwa orang yang melakukan aqad jual 
beli harus memenuhi syarat-syarat berikut: 
b) Orang yang beraqad harus berakal, artinya ialah ia bisa membedakan mana 
yang benar dan mana yang salah. 
c) Orang yang beraqad tidak boleh diwakilkan dengan prantara wakil oleh kedua 
belah pihak kecuali pada seseorang yang di wasiati, seperti ayah dan orang 
yang diwasiati, qodhi dan utusan dari dua pihak.
11
 
2) Sighat (ijab dan qabul) 
Para ulam fiqhi sepakat bahwa unsur utama dari juaal beli yaitu kerelaan dari 
kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang 
dilangsungkannya. Sighat aqad adalah bentuk ungkapan dari ijab dan qabul apabila 
aqadnya aqad iltizam yang dilakukan oleh dua pihak, atau ijab saja apabila aqadnya 
aqad iltizam yang dilakukan oleh satu pihak. Ijab dan qabul perlu diungkapkan 
secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, 
seperti aqad jual beli dan aqad-aqad lainnya.Untuk itu, para ulam fiqh sependapat 
mengemukakan bahwa syarat dari ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut: 
a) Orang yang mmengucapkan telah balig dan berakal, artinya bahwa ia sudah 
mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Contonya anak 
kecil, orang bodoh dan orang gila, sebab meraka tidak pendai dalam 
mengendalikan harta, hingga mereka tidak dibenarkan dalam melakukan 
transaksi. 
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b) Qabul harus sesuai dengan ijab. Misalnya penjual mengatakan mengatakan 
“saya menjual buku ini dengan harga Rp. 20.000,-“ lalu kemudian pembeli 
menjawab “saya beli buku ini dengan haraga Rp. 20.000,-“. Apabila antara 
ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tersebut tidak sah. 
c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis atau antara ijab dan qabul tidak 
terpisah dengan waktu yang lama. Artinya adalah bahwa kedua belah pihak 
yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
12
 
3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (ma’qud alaih) 
Al-Qur’an bagi umat Islam adalah sumber utama petunjuk. Oleh karena itu 
tidak semua barang yang  dan pekerjaan diperbolehkan untuk dijadikan sebgai objek 
jual beli. Objek aqad sangat berpengaruh dalam proses terjadinya jual beli, karena 
objek jual beli adalah barang yang diperjual-belikan dan harga benda yang dijadikan 
sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a) Bersih barangnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang 
dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang 
diharapkan. 
b) Dapat dimanfaatkan, ini sangat relatif karena pada hakikatnya seluruh barang 
yang dijadikan objek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan 
misalnya untuk dinikmati keindahanya atau dikonsumsi. 
c) Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang melakukan 
perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah milik pemilik sah barang 
tersebut atau lebih mendapat ijin dari pemilik sah barang tersebut. 
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d) Mampu menyerahkannya, artinya bahwa pihak penjual mampu menyerahkan 
barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan 
jumlah yang dapat dijanjikan pada waktu terjadi aqad. 
e) Barang yang diaqadkan ada ditangan, objek aqad haruslah ada wujudnya, ada 
waktu aqad yang diadakan, sedangkan barang yang belum ada di tangan 
adalah dilarang karena bisa menjadi barang yang rusak atau tidak bisa 
diserahkan sebagaimana telah dijanjikan. 
f) Mengetahui artinya barang tersebut diketahui oleh para penjual dan pembeli 
baik zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara 
keduanya tidak akan kecoh mengecoh.
13
 
Maksud dari rukun dan syarat ini secara global adalah mencegah terjadinya 
perselisihan dikalangan masyarakat, dan menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang 
beraqad, dan menhindari terjadinya penipuan. Dan apabila rukun dan syarat tidak 
terpenuhi pada saat mengadakan aqad maka transaksi jual beli yang dilakukan 
tergolong dalam jual beli yang bathil atau tidak sah. 
 
3. Landasan hukum jual beli 
Asas dalam segala tindakan-tindakan muamalat pada dasarnya yaitu, bahwa 
segala sesusatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. 
Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa 
tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh itu tidak ada larangan 
khusus mengenai perjanjian tersebut. 
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Pada dasarnya, jual beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau 
dibolehkan. Sebagaimana ungkapan Imam Asy-Syafi'I, yaitu: 
Pada dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila 
dengan keridhaan dari kedua-belah pihak, kecuali apabila jual-beli itu dilarang 
oleh Rasulullah saw. atau yang maknanya termasuk yang dilarang Beliau.
14
 
Adapun dasar hukum jual beli dalam al-Qur’an, Sunnah dan ijma para ulama 
adalah sebagai berikut: 
a. Al-Qur’an 
Al-Qur’an adalah kumpulan wahyu (kata-kata) Allah swt. yang disampaikan 
kepada Nabi Muhammad saw. dengan perantara malaikat Jibril selama beliau menjadi 
Rasul dan merupakan sumber hukum pertama dalam Islam yang berisikan perintah 
perintah serta larangan-larangannnya.
15
  
Landasan hukum diperbolehkannya jual beli dalam al-Qur’an adalah 
sebagaimana firman Allah swt. dalam QS.al-Baqarah/2: 275. 
...      ... 
Terjemahnya: 
...Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba… (QS. al-
Baqarah: 275)
16
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Kandungan ayat tersebut menegaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual 
beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat diartikan 
sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha 
Mengatahui lagi Maha Bijaksana. Dan barang siapa yang melanggar hukum Allah, 
maka meraka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya
17
 
Kemudian ditegaskan kembali dalam firman Allah swt. dalam QS.an-Nisa/4: 
29, yaitu: 
                        
                         
        
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu 
membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 
(QS. An-Nisa: 29)
18
 
Kandungan ayat tersebut menerangkan tentang adanya larangan memakan 
harta dengan cara yang batil serta kebolehan melakukan kegiatan perniagaan 
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diantaranya adalah praktik jual beli dengan syarat suka rela dan saling ridho diantara 
kedua pihak.
19
  
Dari keterangan ayat tersebut, jelaslah bahwa Allah memberi peraturan 
kepada kedua belah pihak yang bertransaksi orang yang membeli ataupun yang 
menjual, orang yang memberi hutang ataupun orang yang berhutang. Orang-orang 
yang bertransaksi dilarang mengambil riba dari setiap transaksi yang dilakukannnya, 
serta tidak mendzalimi salah satu pihak yang melakukan transaksi 
b. As-Sunnah 
Sunnah merupakan segala sesuatu yang berasal dari dari Rasul saw. baik 
berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan. Ummat Islam telah sepakat 
bahwasanya apa yang keluar dari Rasul saw. baik berupa perkataan, perbuatan atau 
pengakuan dan hal itu dimaksudkan sebagai pembentukan hukum Islam dan sebagai 
tuntunan. 
Hadits yang digunakan sebagai dasar hukum diperbolehkannya jual beli 
diantaranya, yaitu sebagai beriku: 
 عَ
عِ عُ   نَّ عِ نَّل عَ  نَّ عَ   عٍ 
عِا عَ عِ نْ  عَ عَا عَاعِ  نْ عَا : عُ عَ نْ عَ  عِ نْ عَ نْ عَ  يُّ عَ ؟ عَا عَ    : عُ عَمعَا
 عٍ وعُرنْ بعَم عٍ نْ عَ  يُّ عُكعَو 
عِهعِدعَ عِ  عِ عُجنَّر عَ  - عُ
عِك عَنْ عَ  عُ عَ نَّ عَ عَو عُ  نَّ عَ بنْ عَ  عُه عَوعَ  
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Artinya: 
Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya: Pekerjaan 
apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan 
tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur. (HR. Al-Bazzar dan Tharbani)
20
 
Maksud mabrur dalam jual beli tersebut adalah jual beli yang terhindar dari 
usaha tipu menipu dan merugikan orang lain. Merugikan orang lain disini dapat 
diartikan sebagai merugikan pihak-pihak yang beraqad dan pihak-pihak yang terkait 
dalam aqad.
21
  
Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa 
manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan 
orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang 
dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. 
Hadis lain yang dijadikan landasan diperbolehkannya jual beli yaitu hadis 
yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi: 
 عَرعَمعُا عِ نْ 
عِ  نْ عَاعَو- عَمعُهنْ لعَا عُ نَّل عَ  عَي
عِضعَ - , عَا عَ   
عِ نَّل عَ  عِا عُ عَ  نْ عَا  : عَ عَي عَبعَ ت  عَذعِإ
 عِ عَ عُجنَّر عَ  , اًي عِعَ   عَا عَكعَو  عَ نَّرعَ عَ عَ ي نْعَ   عَم عِ  عَ 
عِنْا عِ   عَمعُهنْ ل
عِم عٍد عِا عَو يُّ عُ عَا , عُرِّ عَعُيُ نْوعَ 
 عَرعَ نْ عَ   عَعُ عُدعَاعَ  , عَ عَجعَو عَدعَقعَ ا عَك
عِ عَذ ىعَلعَا  عَيعَ ي عَبعَ عَ ا عَرعَ  عَ   عَعُ عُدعَاعَ  عَرنَّ عَ  نْ عِإعَا
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 عُ نْ عَ بنْ عَ  , عَيعَ ي عَبعَ ت نْ عَ  عَدنْيعَ   عَ نَّرعَ عَ ت نْ عِإعَو , نْدعَقعَ ا عَ نْ عَ بنْ عَ   عَمعُهنْ ل
عِم ٌد عِا عَو نْكعُرنْ عَ ي نْعَ عَو
 عُ نْ عَ بنْ عَ  عَ عَجعَو- 
عِ نْ عَلعَا ٌقعَ نَّ عُم 
Artinya: 
Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: “Apabila dua orang 
melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar 
(memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka 
belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara 
keduanya tidak menemukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah seorang 
menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, 
maka jadilah jual-beli itu. (HR. Bukhari Muslim)
22
 
Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwa dalam jual beli, 
diperbolehkan memilih akan melanjutkan jual beli atau akan membatalkannya karena 
terjadi suatu hal. Misalnya jika penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan aqad 
setelah aqad disepakati dan sebelum berpisah, atau keduanya saling melakukan jual 
beli tanpa melakukan hak pilih bagi keduanya, maka aqad itu dianggap sah, karena 
hak pilih itu menjadi milik mereka berdua, bagaimana keduanya membuat 
kesepakatan, terserah kepada keduanya. 
Dari bebrapa penjelasan hadis-hadis di atas dapat disimpulkan bahwa salah 
satu pekerjaan yang paling baik dan dianjurkan dalam Islam adalah jual beli, namun 
dalam transaksi yang dianjurkan dalam Islam perlu memerhatikan beberapa aspek 
yaitu jual beli harus diikuti dengan sifat jujur, amanah, dan juga saling ridha agar jual 
beli yang dilakukan tidak mendzlimi orang lain. 
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c. Ijma para ulama 
Menurut ilmu bahasa, ijma artinya mengumpulkan. Sedangkan Menurut ilmu 
fiqh, ijma artinya kesatuan pendapat dari ahli-ahli hukum (ulama-ulama fiqh) Islam 
dalam suatu masalah dalam satu masa dan wilayah tertentu (teritorial tertentu serta 
tidak boleh bertentangan dengan al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw.23 
Para fuqaha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah 
(boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah. Jual 
beli bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh atau bahkan haram. Sebagaimana 
pendapat Imam Asy-Syatibi bahwa: 
Hukum jual beli bisa menjadi wajib ketika situasi tertentu, beliau 
mencontohkan dengan situasi ketika terjadi praktek ihtikar (penimbunan 
barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, ketika hal 
ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual 
barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga, dan 
pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.
24
 
Berbeda dengan Imam Ghazali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul 
Aziz Muhammad Azzam yang berjudul Fiqih Muamalat bahwa: 
Jual beli bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang 
biasa membuat arak, atau menjual kurma basah kepada orang yang biasa 
membuat minuman arak walaupun si pembeli adalah orang kafir. Termasuk 
jual beli menjadi wajib jika seseorang memiliki stok barang yang lebih untuk 
keperluannya selama setahun dan orang lain membutuhkannya, penguasa 
berhak memaksanya untuk menjual dan tidak makruh menyimpan makanan 
jika diperlukan dan termasuk diharamkan adalah menentukan harga oleh 
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penguasa walaupun bukan dalam kebutuhan pokok. Jadi, hukum asal jual beli 
adalah boleh, akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, mahdub, 
makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi-situasi tertentu.
25
 
Bedasarkan atas dalil-dalil al-Qur’an, hadis dan ijma para ulama, jelas sekali 
bahwa praktik aqad (kontrak) jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari 
syara`, dan sah untuk dilaksanakan dan diaplikasikan dalam kehidupan manusia. 
4. Macam-Macam Jual Beli 
Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu jual beli dari segi 
pertukarnnya, harganya, obyeknya,dan aqadnya. Berikut akan dijabarkan macam-
macam dari jual beli, diantaranya yaitu: 
a. Jual beli dari segi pertukarannya  
1) Jual beli muqayadhah (barter); yaitu jual beli dengan cara menukar barang 
dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu. 
2) Jual beli muthaq; yaitu barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai 
alat pertukaran seperti uang. 
3) Jual beli ash-sharf; yaitu jual beli yang biasa dipakai sebagai alat penukar 
dengan alat penukar lainnya, seperti uang Rupiah denga uang Dollar.
26
 
b. Ditinjau dari segi harganya 
1) Jual beli al-murabbahah; yaitu jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai 
dengan kesepakatan kedua belah pihak) 
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2) Jual beli wadhi’ah; yaitu jual beli dengan harga asal dengan pengurangan 
sejumlah harga atau diskon 
3) Jual beli al-musawah; yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi 
kedua orang yang beraqad saling meridhai. Jual beli seperti inilah yang 
berkembang sekarang.
27
 
c. Ditinjau dari segi benda 
1) Jual beli benda yang kelihatan berarti pada waktu melakukan aqad jual beli 
benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. 
Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan seperti 
membeli beras dipasar. 
2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli 
salam (pesanan). Yaitu perjanjian yang penyerahan barang-barangnya 
ditanggguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah 
ditetapkan ketika aqad. 
d. Ditinjau dari segi aqad 
1) Aqad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah aqad yang dilakukan oleh 
kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat 
merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang 
dipandang dalam aqad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan 
pembicaraan atau pernyataan. 
                                                          
27Ghufran A. Mas‟adi, Fiqih Muamalat Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 
2002), h. 142. 
27 
 
 
2) Jual beli dengan perantara (tulisan dan utusan), Jual beli dengan tulisan dan 
utusan dipandang sah sebagaiman jual beli dengan lisan. Jual beli dengan 
tulisan sah dengan syarat orang yang beraqad berjauhan atau orang yang 
beraqad dengan tulisan adalah orang yang tidak bisa bicara  
3) Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan mu’athah, yaitu mengambil 
dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul. Seperti jual beli yang di 
supermarket atau mall.
28
 
 
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam 
Aqad jual beli secara syara’ sah atau tidak bergantung pada pemenuhan syarat 
dan rukunnya. “Aqad dapat diartikan sebagai pertemuan ijab dan kabul sebagai 
pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada 
objeknya”.29 Rasulullah saw. melarang sejumlah jual beli, itu karena di dalamnya 
terdapat unsur gharar yang dapat membuat manusia memakan harta orang lain 
dengan bathil dan di dalamanya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, 
konflik, dan permusuhan diantara kaum muslimin. 
Jual beli yang dilarang dalam Islam terbagi menjadi dua yaitu, jual beli yang 
dilarang dan hukumnya tidak sah (bathil) dan jual beli yang hukumnya sah tetapi 
dilarang karena beberapa faktor yang menghalangi kebolehannya (fasid). Berikut 
akan dijelaska tentang contoh-contoh jual beli bathil dan fasid. 
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a. Jual beli bathil 
Jual beli bathil merupakan segala jenis jual beli yang terdapat kekurangan 
baik rukunnya maupun syaratnya, tempatnya atau jual beli yang tidak disyariatkan 
baik aslinya atau sifatnya, seperti orang yang beraqad bukan ahlinya atau tempat aqad 
tidak zhahir walaupun bentuknya ada, tetapi tidak menjadikan hak kepemilikan 
sedikitpun seperti anak kecil, orang gila, jual beli yang tak berupa harta seperti 
bangkai atau sesuatu yang tidak berharga seperti minuman keras dan babi. Berikut 
merupakan  beberapa contoh jual beli yang bathil, yaitu:
30
 
1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh di perjual belikan 
Barang yang najis atau haram atau haram dimakan, haram juga untuk di 
perjual belikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang 
memabukkan). Termasuk dalam kategori ini, yaitu jual beli anggur dengan maksud 
untuk untuk dijadikan khamar (arak) 
2) Jual beli bersyarat 
Jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang 
tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan yang 
dilarang oleh agama. Contoh jual beli yang bersyarat yang dilarang, misalnya ketika 
terjadi ijab dan qabul si pembeli berkata: “baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan 
syarat anak gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya si penjual berkata: “ya, 
saya jual mobil ini kepadamu sekian, asalkan anak gadismu menjadi istriku.
31
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3) Jual beli yang menimbulkan kemudaratan. 
Segala sesuatu yang menimbulkan kemudaratan, kemaksiatan bahkan 
kemusyrikan dilarang untuk diperjual belikan, seperti jual beli patung berhala, salib, 
dan buku-buku bacaan porno. Memperjual belikan barang-barang ini dapat 
menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya dengan dilarangnya jual beli 
barang ini maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari 
perbuatan dosa dan maksiat. 
4) Jual beli muzabanah dan muhaqalah 
Seorang mulim tidak boleh menjual anggur atau buah-buahan lainnya yang 
masih berada dipohonnya secara perkiraan dengan anggur kering atau buah-buahan 
kering lainnya yang ditakar. Atau menjual tanaman di mayangnya secara perkiraan 
dengan biji-bijian yang ditakar, atau menjual kurma di pohonnya dengan kurma 
matang yang ditakar, kecuali jual beli araya yang diperbolehkan oleh Rasulullah saw. 
Jual beli araya adalah seorang muslim yang menghibahkan satu pohon kurma, atau 
bebrapa pohon kurma yang kurmanya tidak lebih dari lima wasak (satu wasak sama 
dengan 60 gantang) kepada saudara seagamanya, karena penerima hibah tidak bisa 
memasuki kebun itu untuk memanen kurmanya, pemberi hibah membeli pohon 
kurma itu dari penerima hibah dengan kurma matang berdasarakan perkiraan. 
5) Jual beli mukhadharah 
Jual beli mukhadarah yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum 
pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih 
kecil-kecil (masih mentah). Hal ini dilarang dalam agama karena objeknya masih 
samar (tidak jelas), dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiup angin kencang 
atau layu sebelum diambil oleh pembelinya. 
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6) Jual beli yang belum jelas (gharar) 
Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk 
merugikan pihak lain. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk 
diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun 
pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik baranganya, 
harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang 
lainnya.
32
Berikut merupakan bentuk gharar yang dilarang menurut jumhur ulama: 
 
a) Tidak ada kemampuan penjual untuk meyerahkan obyek aqad pada waktu 
terjadi aqad, baik obyek aqad itu sudah ada ataupun belum ada  
b) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Tidak ada 
kepastian tentang pembayaran atau jenis benda yang dijual. 
c) Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual. 
d) Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang ahrus dibayar. 
e) Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan obyek aqad. 
f) Tidak ada kejelasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau yang berada 
pada satu obyek aqad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih 
waktu terjadi aqad. 
g) Tidak ada kepastian obyek aqad, karena ada dua obyek aqad yang berada 
dalam satu transaksi. 
h) Kondisi obyek aqad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang 
ditentukan dalam transaksi.
33
 
Ulama fiqh sepakat atas ketidakabsahan bai` al gharar, seperti menjual anak 
onta yang masih dalam kandungan, jika nilai gharar relatif kecil, seperti membeli 
pisang, apel, jeruk dengan hanya melihat kulitnya tanpa melihat isinya, menurut 
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madzhab Malikiyah dan Hanabilah diperbolehkan secara mutlak, karena sudah 
menjadi kebiasaan masyarakat.
34
 
b. Jual beli fasid 
Jual beli fasid merupakan segala jenis jual beli yang disyaratkan aslinya 
bukan sifatnya dalam arti jual beli yang dilakukan oleh ahlinya di tempat yang sah 
untuk jual beli. Tetapi terdapat sifat yang tidak di syariatkan di dalamnya, misalnya 
jual beli barang yang yang tidak diketahui yang bisa menyebabkan pertentangan, 
seperti jual beli rumah dari beberapa rumah, mobil dari beberapa mobil yang dimiliki 
oleh seseorang, tanpa ditentukan terlebih dahulu, seperti menggunakan dua aqad 
dalam satu transaksi transaksi jual beli. Misalnya jual beli rumah dengan syarat agar 
ia menjual mobilnya.
35
 
Batasan yang membedakan antara jual beli fasid dan bathil, yaitu jika fasad 
(kerusakan) kembali pada barang yang di jual, maka jual beli dinamakan bathil, 
sebagaimana jual beli minuman keras, babi, bangkai, darah, buruan tanah haram atau 
ketika ihram, maka hal-hal tersebut tidak memberikan kepemilikan sama  sekali 
walaupun telah menerima. Karena cacat terdapat dalam barang yang dijual itu sendiri 
denga seorang muslim dalam jual beli dan jual beli tidak sah tanpa adanya barang. 
Berikut adalah beberapa contoh dari jual beli yang fasid, yaitu:
36
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1) Jual beli dari orang yang masih dalam proses tawar-menawar 
Apabila ada dua orang masih tawar menawar ata sesuatu barang, maka 
terlarang bagi orang lain untuk menawar ataupun membeli barang tersebut, sebelum 
penawar pertama memutuskan untuk membeli atau tidak membeli barang yang 
ditawar tersebut 
 
 
2) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar. 
Maksudnya ialah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat 
membelinya denga harga murah, sehingga ia kemudian bisa menjual di pasar dengan 
harga yang juga lebih murah dari penjual lainnya yang ada di pasar. Tindakan ini 
dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. 
Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar dan dapat 
mandzalimi pedagang lainnya, meskipun aqadnya sah. 
3) Menjual barang dengan memborong untuk ditimbun. 
Jual beli seperti ini dilarang dalam agama karena akan menyebabkan 
kelangkaan terhadap barang-barang yang ditimbun sehingga akan menyebabkan 
harga barang-barang yang timbun akan naik akibat dari kelangkaan tersebut. Jual beli 
seperti ini dapat menyiksa dan mendzalimi pihak pembeli disebabkan mereka tidak 
dapat memperoleh atau membeli barang keperluannya saat harga masih standar atau 
normal. 
4) Jual beli hasil curian atau rampasan 
33 
 
 
Jual beli dari barang hasil rampasan atau curian tidak dibenarkan dalam 
agama karena cara untuk mendapatkan objek yang ingin dijual didapat dengan cara 
yang haram sehingga jika diperjualbelikan pun akan haram. 
 
6. Ekonomi Islam 
a. Pengertian Ekonomi Islam 
Secara etimologi kata ekonomi berasal dari bahasa oikononemia (Greek atau 
Yunanai) yang terdiri dari dua suku kata: oicos yang berarti rumah dan nomos yang 
berarti aturan. Jadi ekonomi ialah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan 
hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat (volkshuishouding), 
maupun rumah tangga negara (staathuishouding), yang dalam bahasa inggris disebut 
sebagai economics.
37
 
Menurut An-Nabhani kata ekonomi berasal dari bahasa yunani kuno (greek) 
yang bermakna “mengatur urusan rumah tangga” dimana anggota keluarga yang 
mampu ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu 
memberikan jasa, lalu seluruh anggota keluarga yang ada ikut menikmati yang 
mereka peroleh. Populasinya kemudian semakin banyak, mulai dari rumah ke rumah, 
menjadi kelompok yang diperintah oleh negara.
38
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Pengertian ekonomi Islam menurut istilah (terminologi) terdapat pengertian 
menurut beberapa ahli ekonmi Islam diantaranya yaitu:  
1) Yusuf Qardhawi mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ekonomi yang 
berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah swt., bertujuan 
akhir kepada Allah swt., dan menggunakan saran yang tidak lepas dari syariat 
Allah swt.
39
  
2) Menurut Monzer Kahf ekonomi Islam merupakan kajian tentang proses dan 
penangguhan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi 
dan konsumsi dalam masyarakat muslim.
40
 
3) Menurut Umar Chapra ekonomi Islam merupakan cabang ilmu-ilmu 
pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya 
melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang sesuai 
dengan al-‘iqtisad al-syariah atau tujuan yang ditetapakan syariah, tanpa 
mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan 
ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas 
keluarga dan sosial serta jalinan moral dari masyarakat.
41
 
Dari beberapa definisi ekonomi islam tersebut diatas yang relatif dapat secara 
lengkap menjelaskan dan mencakup kriteria dari definisi yang komprehensif adalah 
yang dikemukakan oleh Hasanuzzaman yaitu;  
Ekonomi Islam merupakan suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan 
peraturan dalam syariah, yaitu untuk menghindari ketidakadilan dalam 
perolehan dan pembagian sumber daya material agar memberikan kepuasan 
manusia sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya 
terhadap Tuhan dan masyarakat.
42
 
b. Tujuan Ekonomi Islam 
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Aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah swt. dalam Islam semuanya 
mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, menghapuskan kejahatan dan 
kesengsaraan serta menghapuskan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula 
dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di 
dunia dan dan di akhirat.  
Menurut Prof. Muhammad Abdu Zahrah ada tiga sasaran hukum Islam 
diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh ummat manusia, yaitu:  
1) Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi 
masyarakat dan lingkungannya. 
2) Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup 
seluruh aspek kehidupan dibidang hukum dan muamalah. 
3) Tercapainya maslahah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati 
bahwa maslahah yang menjadi puncak sasaran mencakup lima dasar, yaitu: 
a) Keselamatan keyakinan agama (al din) 
b) Keselamatan jiwa (al nafs) 
c) Keselamatan akal (al aql) 
d) Keselamatan keluarga dan keturunan (al nasl) 
e) Keselamatan harta benda (al mal)43 
c. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam 
Secara garis besar ekonomi islam memiliki beberapa prinsip-prinsip dasar, 
diantaranya adalah: 
1) Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari 
Allah kepada manusia. 
2) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batasan-batasan tertentu. 
3) Kekuatan penggerak utama ekonomi islam adalah kerja sama. 
4) Ekonomi islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai 
oleh segelintir orang saja. 
5) Ekonomi islam menjamin kepemilikan masyarakat dan pengguanaanya 
direncanakan untuk orang banyak. 
6) Seoarang muslim harus takut kepada Allah swt. Dan hari penentuan akhir 
nanti. 
7) Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab) 
8) Islam melarang segala bentuk riba.44 
                                                          
43
Muhammad, Nizar. Pengantar Ekonomi Islam.(Cet.1; Malang: Kurnia Advertising, 2012), 
h. 125. 
36 
 
 
 
 
B. JUAL BELI BORONGAN DALAM ISLAM 
1. Pengertian jual borongan dalam Islam 
Jual beli borongan dalam Islam sering disebut dengan nama Al-Jizāfu, yaitu 
jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Jual beli seperti ini 
dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan 
menyaksikan objek jual beli secara cermat.
45
  
Adapun yang dimaksud dengan jual beli tebasan menurut Abu `Ukkasyah 
Aris Munandar adalah suatu cara penjualan hasil suatu jenis produk pertanian 
sebelum produk tersebut dipanen, dimana produk tersebut hasilnya sudah siap 
dipanen. Pada sistem tebasan biasanya transaksi jual beli sekitar satu minggu sebelum 
panen, petani bebas memilih kepada siapa komoditinya akan ditebaskan, serta bebas 
pula untuk tidak menebaskan hasil produksi pertaniannya.
46
 
Berdasarakan definisi tersebut di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual 
beli tebasan secara bahasa ada beberapa kata yang berarti sama yaitu tebasan, 
borongan dan al-jizāfu. Dari istilah tebasan dapat kita pahami sebagai bentuk jual beli 
dengan melakukan taksiran atau perkiraan terhadap jumlah barang yang akan dibeli 
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sehingga tidak diketahui kuantitas (jumlahnya) secara jelas dan pasti karena tidak 
dihitung, ditimbang atau ditakar. 
2. Landasan hukum jual beli borongan  
Ulama empat madzhab menyepakati keabsahan jual beli al-jizāfu. Ibnu 
Qudamah menambahkan aqad al-jizāfu boleh dilakukan atas subroh kumpulan 
makanan tanpa takaran dan timbangannya, dengan catatan antara penjual dan pembeli 
tidak mengetahui kadarnya secara jelas dan pasti, tidak ada perdebatan pendapat 
ulama atas transaksi ini. Para ulama sepakat atas bolehnya jual-beli al-jizafu atau 
taksiran berdasarkan hadits Rasulullah saw.  
ِناَبْكُّرلاًافَازِج َماَعَّطلاَنِم يَِتَْشَن اَّنُك َلَاق:اَمُه ْ نَع ُللها َيِضَر َرَمُع ِنْب ِنَع 
ِِهناَكَم ْنِم ُهَلُق ْ ن َن َّتََّح ُهَع ْ يَِبن َْنأ َوَمَّلَس ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها ُلْوُسَر 
 
Artinya: 
Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Dahulu kami (para sahabat) membeli 
makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi 
sampai kami memindahkannya dari tempat belinya.” (HR. Muslim: 1526) 
Sisi pengambilan hukum dari hadits tersebut, adalah bahwa jual beli sistem 
borongan itu merupakan salah satu sistem jual-beli yang dilakukan oleh para sahabat 
pada zaman Rasulullah saw. dan Beliau tidak melarangnya. Hanya saja, Beliau 
melarang untuk menjualnya kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. 
Ini merupakan taqriri (persetujuan) Beliau atas bolehnya jual-beli dengan sistem 
borongan atau taksiran. Seandainya terlarang, pasti Rasulullah saw. akan 
melarangnya dan tidak hanya menyatakan hal tersebut diatas. 
38 
 
 
Ulama Malikiyah mensyaratkan keabsahan jual beli tebasan ini ada tujuh, 
yaitu:
47
 
1. Objek jual beli harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang 
melakukan akad. Ulama Hanafiyah, Syafi`iyah dan Hanabilah sepakat dengan 
syarat ini. Dengan syarat ini maka gharar dan jahalah dapat dieliminasi. 
2. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli baik 
dari segi takaran, timbangan ataupun hitunganya. Imam Ahmad menyatakan, 
jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya 
secara al-jizāfu dengan kondisi ia mengetahui kadar transaksi, maka jual beli 
sah dan bersifat lazim namun makruh tanzih. 
3. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai bukan per satuan. 
Akad al-jizāfu diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, 
seperti biji-bijian dan sejenisnya. Jual beli al-jizāfu tidak bisa dilakukan atas 
pakaian, kendaraan, yang dapat dinilai persatuannya. 
4. Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian penaksiran. 
Akad al-jizāfu tidak bisa dipraktikkan atas objek yang ditaksir. Madzhab 
Syafi`iyah sepakat atas syarat ini. 
5. Objek akad tidak boleh terlalu banyak sehingga sulit untuk ditaksir juga tidak 
terlalu sedikit sehingga mudah diketahui kuantitasnya. 
6. Tanah yang dipakai sebagi penimbunan objek transaksi harus rata, sehingga 
kadar objek transaksi bisa ditaksir. Jika kondisi tanah menggunung maka 
kemungkinan kadar objek transaksi dapat berbeda. Jika kondisinya tidak rata 
maka keduannya memiiki hak khiyar. 
7. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui 
kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, 
dalam satu aqad. 
Berbagai syarat yang telah dipaparkan diatas dapat mengurangi bahkan 
mengindari timbulnya beberapa hal tidak diinginkan yang berdampak pada jual beli 
tidak bedasarkan suka sama suka. Walaupun, jual beli tebasan diperbolehkan namun 
penjual dan pembeli hendaknya juga memperhatikan beberapa syarat di atas. 
Persyaratan yang dibuat oleh Ulama Malikiyah hakekatnya hanya untuk 
kemaslahatan. 
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C. KERANGKA KONSEPTUAL 
Kerangka pikir dalam penelitian ini di skemakan sebagai berikut:   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
Input 
Tradisi praktik Mappalla’ (borongan) dalam jual beli 
singkong yang dilakukan oleh masyarakat di Desa 
Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru 
 
Proses Analisis 
Data 
Studi Literatur 
Mengumpulkan teori dan referensi dari buku 
atau literature lain yang mendukung penelitian 
 
Pengumpulan Data 
Data primer dan data sekunder 
 
1. Mengorganisasikan data 
2. Membuat kategori, menentukan tema dan pola 
3. Merumuskan hasil penelitian 
4. Memberi eksplanasi altenatif data 
5. Menulis laporan 
 
Output 
Analisis praktik mappalla (borongan) 
berdasarkan teori jual beli dalam Islam 
Hasil dan Kesimpulan 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 
pada bab sebelumnya, maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Penelitian deskriftip adalah menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, 
situasi atau fenomena sosial yang ada di masyarakat dan berupaya menarik 
realitas itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda atau 
gambaran tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu.
1
  
Sementara itu, Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh 
Lexy J. Moleong,  
Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 
yang diamati.
2
 
Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik karena penelitiannya 
dilakukan pada kondisi yang alamiah karena data yang terkumpul dan analisisnya 
lebih bersifat kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk 
membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat 
populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui tradisi 
praktik mappalla’ (borongan) dalam jual beli singkong di Desa Lalabata Kecamatan 
Tanete Rilau Kabupaten Barru ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. 
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2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten 
Barru dengan cara mewancarai langsung beberapa masyarakat yang terlibat langsung 
dalam tradisi praktik mappalla’ (borongan) dalam jual beli singkong di Desa tersebut. 
Adapun penelitian yang dilakukan di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau 
Kabupaten Barru berlangsung selama 1 (satu) bulan. 
 
B. Pendekatan Penelitian 
Adapun jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, 
yaitu: 
1. Pendekatan fenomenologis 
Fenomenologis yaitu dengan melihat langsung gejala-gejala sosial yang ada di 
lingkungan masyarakat, dalam hal ini masyarakat di Desa Lalabata Kecamatan 
Tanete Rilau Kabupaten Barru mengenai tradisi praktik mappalla’ (borongan) dalam 
jual beli singkong di Desa tersebut untuk mendapatkan data dan fakta-fakta yang 
berkaitan dengan penelitian ini. 
2. Pendekatan Normatif 
Pendekatan normatif bertujuan untuk menganalisa pandangan Islam terhadap 
tradisi praktik mappalla’ (borongan) dalam jual beli singkong yang dilakukan oleh 
masyarakat di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yang 
didasarkan pada hukum Islam, baik itu berasal dari al-Qur’an, al-Hadis, kaidah-
kaidah fiqh, maupun dari pendapat para ulama. 
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C. Sumber Data 
Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data 
dapat diperoleh. Apabila menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya 
maka sumber datanya disebut informan, yaitu orang yang  merespon atau menjawab 
pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan 
observasi maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. 
“Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi 
sumber datanya”.3 
Penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data 
primer dan sekunder, adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan 
sekunder adalah: 
1. Sumber data primer 
Sumber data Primer adalah data biasanya diperoleh dengan survei lapangan 
yang menggunakan semua metoda pengumpulan data original.
4
 Data yang diperoleh 
dengan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan tradisi 
praktik mappalla’ (borongan) dalam jual beli singkong di Desa Lalabata Kecamatan 
Tanete Rilau Kabupaten Barru, yaitu petani (penjual) dan pembeli singkong 
 
 
 
 
                                                          
3
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,( Cet.XII;Jakarta: PT. 
Rineka Cipta, 2002), h.107. 
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2. Sumber Data sekunder  
“Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 
(tabel, catatan, dan lain-lain), foto-foto dan lain-lain yang dapat memperkaya data 
primer”.5 
Data yang diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan secara langsung dengan 
penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain 
yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk 
penelitian ini. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Salah satu cara untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat 
dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam 
pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. 
Penulis akan menggunakan beberapa meode pengumpulan data dalam 
penelitian ini. Metode pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Observasi  
Observasi yaitu proses pegambilan data dalam penelitian dimana peneliti atau 
pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian. 
2. Wawancara 
“Wawancara adalah tanya jawab lisan antar dua orang atau lebih secara 
langsung”.6 Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan 
                                                          
5
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, h. 21-22. 
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Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosia, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 55. 
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informasi dengan cara tanya jawab antara penulis dengan informan atau subjek 
penelitian  
Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis yaitu wawancara tidak 
terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana 
peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 
sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang 
digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.  
Wawancara tidak terstruktur, penulis belum mengetahui secara pasti data apa 
yang akan diperoleh, sehingga penulis lebih banyak mendengarkan apa yang 
diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari 
responden tersebut, maka penulis dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya 
yang lebih terarah pada satu tujuan. 
Melaksanakan teknik wawancara (interview), pewawancara harus 
memperhatikan tentang situasi dan kondisi untuk dapat memilih waktu yang tepat 
kapan dan dimana harus melakukan wawancara. Selain itu dalam melakukan 
wawacara, pewawancara harus mampu menciptakan hubungan yang baik sehingga 
informan bersedia bekerja sama, dan merasa bebas berbicara dan dapat memberikan 
informasi yang sebenarnya. 
3. Studi Pustaka (library research) 
Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku 
atau referensi sebagai penunjang penelitian, dan dengan melengkapi atau mencari 
data-data yang dipergunakan penulis dari literature, referensi, dan yang lainnya. 
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4. Penelusuran data online 
Penelusuran data online ini merupakan salah satu teknik untuk 
mengumpulkan data melalui fasilitas online seperti internet atau media jaringan 
lainnya yang menyediakan fasilitas online sehingga memungkinkan peneliti dapat 
memanfaatkan data dan informasi. 
5. Dokumentasi 
Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. 
Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis 
seperti buku, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.7 Dalam penelitian ini 
penulis menggunakan kamera smartphone untuk melakukan dokumentasi. 
 
E. Teknik Analisis Data 
Analisis data sangat penting dalam mengelolah data yang sudah terkumpul 
untuk diperoleh arti dan makna yang berguna dalam pemecahan masalah untuk 
mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap tradisi praktik mappalla’ (borongan) 
yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lalabata dalam menjual hasil panen 
singkongnya.  
Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Proses 
analisis data secara kualitatif dimulai dengan menelaah data yang diperoleh dari 
berbagai sumber atau informasi, baik melalui wawancara maupun studi dokumentasi. 
Data tersebut terlebih dahulu dibaca, dipelajari, ditelaah, kemudian dianalisis.  
                                                          
7
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h.149. 
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Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak diperoleh 
uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan 
dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. 
Prosedur analisis data yakni setelah memperoleh data yang diperlukan dalam 
penelitian ini, maka selanjutnya akan dilakukan langkah-langkah sebgai berikut: 
1. Mengorganisasikan data 
2. Membuat kategori, menentukan tema dan pola 
3. Merumuskan hasil penelitian 
4. Mencari eksplanasi altenative data 
5. Menulis laporan.8 
Langkah pertama dilakukan dengan membaca berulang kali data yang ada 
sehingga penulis dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan 
membuang data yang tidak sesuai.  Menilai data yang didapatkan untuk dijadikan 
sebagai bahan laporan penelitian. Ini dilakukan agar data yang didapatkan sesuai 
dengan kebutuhan penulis dan diangap relevan untuk djadikan sebagai bahan laporan 
penelitian. Data yang diperoleh kemungkinan tidak sejalan dengan tujuan penulis 
sebelumnya sehingga penyelesaian data yang dianggap layak sangat dibutuhkan. 
Langkah kedua ialah menentukan kategori yang merupakan proses yang 
cukup rumit karena penulis harus mampu mengelompokkan data yang ada kedalam 
satu kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi 
terlihat secara jelas. Mengkategorikan data yang diperoleh berdasarkan bagian-bagian 
penelitian yang ditetapkan. klasifikasi data ini dilakukan untuk memberikan batasan 
pembahasan, berusaha untuk menyusun laporan secara sistematis menurut 
                                                          
8
Albar Muhammad, Aplikasi Nilai Tauhid Dalam Carporate Social Respondent (C3R) pada 
Bank Muamalah Cabang Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin 
Makassar,2013. 
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klasifikasinya. Klasifikasi ini juga membantu penulis dalam memberikan penjelasan 
secara detail. 
Langkah ketiga ialah Merumuskan hasil penelitian yaitu, semua data yang 
diperoleh kemudian dirumuskan menurut pengklasifikasian data yang telah 
ditentukan. Rumusan penelitian ini memaparkan beragam hasil yang didapat 
dilapangan dan berusaha untuk menjelaskan dalam bentuk laporan yang terarah dan 
sistematis. 
Langkah keempat ialah penulis memberikan keterangan yang masuk akal 
berdasarkan data yang ada dan peneliti harus mampu menerangkan data tersebut 
didasarkan pada teori dan hubungan logika serta makna yang tekandung dalam data 
tersebut.  
Langkah kelima ialah penulisan laporan, Penulisan laporan merupakan bagian 
analisis kualitatif yang tidak terpisahkan Dalam laporan ini penulis harus mampu 
menuliskan kata dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan 
untuk mendeskripsikan data dan hasil analisisnya. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Kondisi lingkungan dari lokasi penelitian merupakan suatu hal yang sangat 
penting yang harus diketahui sebelum melakukan penelitian. Hal ini bertujuan untuk 
mendukung kelancaran dalam melaksanakan penelitian, sehingga penelitian dapat 
berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan. Adapun lokasi penelitian yang diambil 
oleh penulis adalah Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. 
Sehubung dengan penelitian ini, maka yang perlu diketahui adalah kondisi geografis, 
demografisdan keadaan sosial agama. 
1. Kondisi Geografis 
a. Letak Desa 
Lokasi yang digunakan dalam  penelitian adalah Desa Lalabata Kecamatan 
Tanete Rilau Kabupaten Barru. Desa Lalabata terletak di daerah pegunungan dan 
terdiri dari beberapa dusun yang jaraknya saling berdekatan. Jarak antar desa ke kota 
letaknya tidak terlalu jauh, akan tetapi Desa Lalabata masih termasuk kedalam 
wilayah pedesaan. Berikut ini adalah jarak dari desa ke kota. 
Tabel 4.1.Jarak dari Desa ke Kota. 
Jarak dari desa ke ibukota kecamatan 5 km 
Jarak dari desa ke ibukota kabupaten/kota 30 km 
Jarak dari Desa ke ibukota ke propinsi sulawesi selatan 98 km 
Kendaraan umum ke ibukota kabupaten/kota 10 unit 
Sumber : Kantor Desa Lalabata, 2014  
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a. Batas Desa 
Desa Lalabata berbatasan dengan beberapa desa lainnya, yaitu dua desa  yang 
masih berada dalam satu Kecamatan Tanete Rilau dan berbatasan dengan satu desa 
yang berada di Kecamatan Tanete Riaja. Adapun batas-batas Desa Lalabata, yaitu : 
Tabel 4.2. Batas Desa. 
Batas Wilayah Desa/Kelurahan Kecamatan 
Sebelah utara Corawali Tanete Rilau 
Sebelah selatan Pancana Tanete Rilau 
Sebelah timur Lempang Tanete Riaja 
Sebelah barat Corawali Tanete Rilau 
Sumber : Kantor Desa Lalabata, 2014 
b. Luas Desa 
Desa Lalabata memiliki luas tanah sekitar 2.902,00 Ha, yang terbagi menjadi 
beberapa Dusun yaitu Dusun Lalabata, Dusun Lempang, Dusun Matajang dan Dusun 
Bacu-Bacu. Berdasarkan luas wilayah yang dimiliki oleh Desa Lalabata tersebut 
berikut pengklasifikasian peruntukan atau fungsinya mengenai luas wilayah yang 
digunakan untuk kehidupan masyarakat Desa Lalabata untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat sebagai berikut: 
1) Luas tanah untuk pemukiman : 2.080.00 Ha 
2) Luas tanah persawahan : 176,00 Ha 
3) Luas tanah perkebunan : 311,00 Ha 
4) Luas tanah untuk kuburan : 11,00 Ha 
5) Luas tanah pekarangan : 208,00 Ha 
6) Luas prasarana umum lainnya : 80,00 Ha 
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7) Luas tanah untuk perkantoran : 36,00 Ha.1 
Desa Lalabata dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Ma‟aruf, 
A.Ma.pkb. Dalam pemerintahannya kepala desa dibantu oleh 4 orang aparat 
pemerintahan desa dengan jumlah perangkat desa 8 unit kerja, yakni sekertaris desa, 
kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum dan 
keuangan.
2
  
Desa Lalabata juga membentuk beberapa kelembagaan yakni Karang Taruna 
dan Kelompok Tani. Karang Taruna yang bertugas untuk mangayomi msyarakat 
dalam melakukan kegiatan-kegiatan kepemudaan yang ada di Desa Lalabata seperti 
Baksos, Gotong Royong serta penguatan lembaga dan kepemudaaan. Jumlah anggota 
dari Karang Taruna yaitu 20 orang termasuk ketua, wakil ketua, sekertaris dan 
bendahara. Sedangkan kelompok tani bertugas untuk menyediakan kebutuhan-
kebutuhan petani seperti bibit dan pupuk, yang jumlah anggotanya yaitu 33 orang 
yang termasuk ketua, wakil ketua, sekertaris dan bendahara dan anggota kelompok 
tani sebanyak 29 orang. 
2. Kondisi Demografis 
a. Penduduk  
Desa Lalabata dihuni sekitar 4306 orang, yang terdiri dari 2172 orang laki-
laki dan 2134 orang perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1136 
KK. Untuk lebih jelasnya di paparkan dalam tabel berikut. 
 
                                                          
1
Kantor Desa Lalabata, 2014 
2
Kantor Desa Lalabata, 2014 
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Table 4.3. Jumlah Penduduk Desa Lalabata Menurut Jenis Kelamin 
Jenis kelamin Jumlah 
Laki-laki 2172 orang 
Perempuan 2134 orang 
Jumlah 4306 orang 
Sumber : Kantor Desa Lalabata, 2014 
Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa 
Lalabata yaitu 4306 orang yang terdiri atas laki-laki 2172 orang dan perempuan 2134 
orang, hal ini berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah 
penduduk perempuan. Jumlah penduduk tersebut merupakan penduduk dengan usia 
0- 75 tahun yang merupakan penduduk yang sudah menikah dan juga yang belum 
menikah. 
b. Mata Pencaharian 
Mata pencaharian masyarakat di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau 
Kabupaten Barru secara keseluruhan bermata pencahaian beragam, tetapi yang lebih 
dominan adalah sebagai petani. Adapun yang lainnya bermata pencaharian sebagai 
buruh tani, PNS, TNI, Polisi, buruh bangunan, peternak, pedagang, wiraswasta, 
pertukangan, dan jasa penyewaan peralatan pesta. Untuk lebih jelasnya disajikan 
dalam tabel berikut  
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Tabel 4.4. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Lalabata. 
Jenis Pekerjaan Laki-Laki Perempuan 
Petani 1443 105 
Buruh tani 248 158 
PNS 52 86 
TNI 11 -  
POLRI 8 2 
Buruh bangunan 324 -  
Peternak 117 12 
Pedagang  43 54 
Wiraswasta 206 215 
Pertukangan  31 -  
Jasa penyewaan peralatan pesta 5 3 
Sumber : Kantor Desa Lalabata, 2014 
Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat di Desa Lalabata 
mayoritas bermata pencaharian sebagai petani karena letak desa yang berada di 
daerah dataran tinggi atau pegunungan. Dari profesinya sebagai petani mereka 
menghasilkan beberapa hasil perkebunan yaitu singkong, jagung, kacang tanah, ubi 
jalar dan sayur-mayur. 
c. Tingkat Pendidikan 
Pendidikan mempunyai fungsi untuk mencerdaskan bangsa, maka pemerintah 
senantiasa memperhatikan pendidikan, karena pendidikan merupakan hal penting 
dalam kehidupan, dengan adanya pendidikan kita dapat melihat tingkat kecerdasan 
penduduk. Untuk menunjang meratanya pendidikan di Desa Lalabata Kecamatan 
Tanete Rilau Kabupaten Barru maka dibangunlah lembaga pendidikan sebagai 
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instrumen penunjang untuk meningkatkan pendidikan masyarakat sekitar. Berikut ini 
adalah tabel jumlah sarana pendidikan formal yang ada di Desa Lalabata. 
Table 4.5. Sarana Pendidikan Desa Lalabata 
No Jenis Sarana Pendidikan Jumlah 
1 Play Group 3 
2 TK 3 
3 SD 6 
4 SMP 1 
Sumber : Kantor Desa Lalabata, 2014 
Selain data tentang sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang ada di 
Desa Lalabata, berikut akan diberikan rincian tentang tingkat pendidikan penduduk 
Desa Lalabata, yaitu sebagai berikut: 
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Table 4.6. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan 
Tingkat Pendidikan Laki-Laki Perempuan 
Belum sekolah 54 40 
TK/Play group 76 68 
Tidak pernah sekolah 253 264 
Yang sedang sekolah 462 474 
Tidak tamat SD 79 123 
Tamat SD/Sederajat 280 295 
Tidak tamat SLTP 131 104 
Tidak Tamat SLTA 224 214 
Tamat SLTP 251 212 
Tamat SLTA 234 201 
Tamat D1/Sederajat 14 15 
Tamat D3/ Sederajat 42 35 
Tamat S1/Sederajat 72 89 
Jumlah 2102 1933 
Sumber : Kantor Desa Lalabata, 2014 
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa 
Lalabata sudah cukup bagus. Hal ini dapat dilihat dari  jumlah penduduk yang lulusan 
S1 yaitu yang berjumlah 161 jiwa, untuk lulusan D1/sederajat dan D3/sederajat yang 
berjumlah 29 jiwa dan 77 jiwa, lulusan SLTA berjumlah 424 jiwa dan untuk lulusan 
SLTP berjumlah 463 jiwa, lulusan SD berjumlah 575 jiwa.  
Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa 
Lalabata sudah cukup bagus. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya angka penduduk 
yang yang sudah menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi serta banyaknya 
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masyarakat Desa Lalabata yang sedang sekolah dari tingkat TK/play group hingga 
tingkat SLTA. 
d. Agama  
Semua masyarakat Desa Lalabata memeluk agama Islam yaitu berjumlah 
4306 jiwa. Hal ini ditandai dengan adanya fasilitas keagamaan berupa masjid yang 
berjumlah 6 (enam) buah yang tersebar di setiap dusun yang ada di Desa Lalabata 
sebagai sarana ibadah, dan fasilitas sekolah Ibtidayah yang berjumlah 1 (satu) buah.
3
 
 
1. Mekanisme Tradisi Praktik Mappalla’ (Borongan) dalam Jual Beli 
Singkong di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru 
Masyarakat Desa Lalabata yang mayoritas penduduknya memeluk agama 
Islam yang sangat kuat pengaruhnya dalam kebiasaan kehidupannya sehari-hari. Hal 
ini terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan masyarakat seperti pengajian dan 
sebagainnya. Kebiasaan-kebiasaan itu juga terlihat dari cara mereka berpakaiaan, 
tingkah laku, dan termasuk juga dalam mencari nafkah. 
Jika kita lihat secara seksama masyarakat Desa Lalabata mayoritas mata 
pencahariannya sebagai petani. Hal ini karena dukungan lingkungan geografis yang 
sangat berpotensi untuk bercocok tanam. Sehingga tidak terlepas dari hubungan 
perdagangan atau jual-beli yang mereka lakukan, Saling kerja sama dan bergotong 
royong dalam bermasyarakat juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Dari 
pemaparan bapak Daud bahwa: 
Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat Desa Lalabata biasa 
melakukan jual beli. Salah satu jual beli yang biasa dilakukan adalah jual beli 
                                                          
3
Kantor Desa Lalabata, 2014 
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dengan praktik borongan atau dalam masyarakat Desa Lalabata menyebutnya 
dengan praktik “mappalla‟”. Jadi, masyarakat Desa Lalabata biasa menjual 
singkongnya secara mappalla‟ (borongan).4 
Mappalla‟ merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat di Desa 
Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru untuk menjual hasil panen 
singkong mereka dengan cara borongan. Singkong yang dijual dengan praktik 
mappalla‟ masih berada di dalam tanah atau masih berada di pohon tanaman 
singkong. Untuk mengetahui jumlah hasil panen singkong yang diperjual belikan 
hanya menggunakan sistem penaksiran atau dugaan dari kedua belah pihak, yaitu 
petani dan pembeli singkong. 
Barang yang menjadi mayoritas jual beli ini adalah tanaman singkong, karena 
cara pemeliharaan yang cukup mudah serta biaya pemeliharaan yang cukup murah. 
Masyarakat Desa Lalabata dalam menjual hasil penan singkong miliknya, terdapat 
dua jenis praktik yang biasa digunakan yaitu dengan praktik mappalla‟ (borongan) 
dan dengan menjual singkong dengan perkarung kepada pembeli. Praktik mappalla‟ 
(borongan) biasanya digunakan oleh masyarakat yang memiliki lahan yang luas atau 
sedang memiliki kesibukan lainnya, sedangkan jual beli dengan sistem karungan 
biasanya digunakan oleh masyarakat yang lahannya sedikit.
5
 
Berdasarkan hasil wawancara dari seorang petani singkong yang bernama 
Bapak Haris menuturkan bahwa: 
Jual beli singkong dengan praktik mappalla‟ (borongan) ini lebih praktis dan 
lebih murah. Petani tidak menanggung biaya pekerja dalam memanen dan 
tidak mengurusi kegiatan waktu memanen seperti pencabutan tanaman 
singkong, mengangkat hasil panen singkong ke pinggir jalan hal ini 
                                                          
4
Daud, wawancara pada hari senin 24 Oktober 2016. 
5
Kamaruddin, wawancara pada hari senin 31 Oktober 2016. 
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dikarenkan lahan penanaman singkong tidak bisa dilewati transportasi roda 
empat, jadi biasanya pengangkutan singkong menggunakan kuda atau dengan 
menggunakan motor yang sudah dimodifikasi untuk mengangkut singkong 
ataupun hasil-hasil perkebunanan lainnya ke pinggir jalan.
6
 
Dilihat dari tahapan-tahapan pemanenan tersebut diatas, jadi para petani di 
Desa Lalabata lebih memilih menjual singkongnya dengan praktik mappalla‟ 
(borongan). Karena mereka menganggap cara tersebut lebih mudah dan tidak banyak 
memakan tenaga dan waktu yang banyak. Hal inilah yang menyebabkan praktik 
mappalla‟ (borongan) masih digunakan oleh masyarakat di Desa Lalabata sampai 
saat ini dan sudah menjadi tradisi yang melekat di masyarakat Desa tersebut. 
Berikut ini akan dijelaskan tentang tahapan-tahapan praktek jual beli singkong 
dengan praktik mappalla‟ (borongan) di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau  
Kabupaten Barru, yaitu: 
a. Mekanisme penawaran harga dalam praktik mappalla‟ (borongan) 
Untuk penawaran harga, petani membawa pembeli ke lokasi kebun untuk 
memperlihatkan kebun singkongnya. Setelah pembeli mengetahui kondisis singkong 
tersebut, barulah petani menawarkan harga kepada pembeli dengan harga yang paling 
tinggi kemudian pembeli menawarkan harga dibawahnya, sampai harga akhirnya 
terjadi kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Sebelum terjadi penawaran, 
pembeli dan petani melakukan penaksiran. Penaksiran bertujuan untuk menentukan 
harga (kuantitas, kualitas, dan lain sebagainya). 
b. Mekanisme penaksiran dalam praktik mappalla‟(borongan) 
Mekanisme yang digunakan dalam praktik mappalla‟ (borongan), untuk 
mengetahui jumlah dari obyek yang perjualbelikan yaitu dengan cara penaksiran. 
                                                          
6
Daud, wawancara  pada hari jum‟at 21 Oktober 2016. 
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Penaksiran dilakukan bertujuan untuk memperkirakan jumlah hasil panen singkong 
dan sebagai acuan untuk menentukan harga yang akan ditetapkan nantinya dalam 
praktik mappalla‟ (borongan). Dalam penaksiran tersebut antara petani dan pembeli 
masing-masing melakukan penaksiran, dengan tujuan agar antara petani dan pembeli 
sama-sama mengetahui kuantitas dan kualitas dari singkong tersebut.  
Seperti yang dituturkan oleh bapak Harisman selaku pembeli bahwa: 
Penaksiran dilakukan bukan hanya pembeli saja, akan tetapi petani (petani) 
melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pembeli, yaitu 
melakukan penaksiran, dan hasil penaksiran antara petani dan pembeli, setelah 
dilakukan pemanenan hasilnya tidak jauh beda dengan yang di perediksikan 
waktu penaksiran sebelum terjadi. Adapun jika terjadi perbedaan setelah 
pemanenan sedikit sekali.
7
 
Adapun cara penaksiran kuantitas dan kualitas singkong yaitu antara petani 
dan pembeli sama-sama datang ke kebun untuk melihat tanaman singkong yang akan 
di jadikan obyek jual beli. Untuk menaksir kuantitas, pembeli menaksir banyaknya 
bibit pohon singkong yang ditanam oleh petani untuk hasil panennya biasanya 
penaksir melihat hasil panen tahun sebelumnya. Misalnya, tahun sebelumnya 100 
pohon bibit singkong hasilnya bisa mencapai 10 karung. Dan untuk melihat kualitas 
singkong, petani dan pembeli mencabut secara acak beberapa pohon singkong yang 
dijadikan sebagai sampel ditempat yang berbeda-beda, kemudian petani memberi 
tahu kepada pembeli umur dari singkong tersebut. Semakin tua umur singkong 
tersebut maka kemungkinan buahnya semakin besar.
8
 
                                                          
7
Hasan, wawancara pada hari kamis 10 November 2016. 
8
Kamaruddin, wawancara pada hari jumat 21 Oktober 2016. 
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Misalnya, petani menanam bibit pohon singkong sebanyak 350 pohon dan 
setelah petani dan pembeli mancabut beberapa pohon singkong yang dijadikan 
sampel. Dan ketikan dilihat bahwa kualitas dari isi singkong tersebut cukup bagus, 
maka petani dan  pembeli akan menaksir jumlah dari hasil panen singkong tersebut 
dengan cara memperkirakan rata-rata 10 pohon untuk mengisi 1 karung penuh yang 
berukuran 60 kg. Selanjutnya jumlah bibit akan di bagi dengan jumlah pohon yang 
cukup untuk mengisi satu karung penuh, yaitu 350 pohon dibagi 10 pohon jadi hasil 
panennya  adalah 35 karung.
9
  
Petani dan pembeli singkong sama-sama melakukan penaksiran sebelum 
menyepakati harga transaksi dari tanaman singkong tersebut. Hal tersebut bertujuan 
agar kedua belah pihak tidak saling merugikan dan untuk menghidari ada kecurangan 
diatara petani dan pembeli. 
Jual beli yang adil juga sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini tergambar 
dalam hukum-hukum Islam yang di tuangkan dalam al-Qur‟an serta rukun dan syarat 
jual beli yang diatur secara rinci agar setiap kegiatan muamalah yang dilakukan oleh 
umat Islam selalu jujur, adil dan tidak saling mengzalimi diantara sesama manusia. 
c. Mekanisme untuk menentukan harga dalam praktik mappalla‟ (borongan)  
Mekanisme untuk menentukan harga dalam praktik mappalla‟ (borongan) di 
Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru tergantung kesepakatan 
kedua belah pihak yakni antara petani dan pembeli singkong. 
                                                          
9
Darwis, wawancara pada hari selasa 1 November 2016. 
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Petani dan pembeli, dalam menentukan harga melakukan penaksiran harga 
sesuai dengan hasil panen singkong tersebut. Setelah petani dan pembeli berunding 
tentang harga yang disepakati bersama barulah harga ditetapkan sesuai harga yang 
dikehendaki oleh kedua belah pihak antara petani dan pembeli. Penentuan harga 
tersebut tentunya bedasarkan banyaknya bibit singkong serta menyesuaikan harga 
jual singkong dipasaran. Jika pembeli menyetujui harga yang dikehendaki oleh 
petani, maka saat itulah ditetapkan harga akhir.
10
 
d. Mekanisme pembayaran dalam praktik mappalla‟ (borongan) 
Cara pembayaran pada jual beli singkong dengan praktik mappalla‟ 
(borongan) di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dilakukan 
dengan sistem pembayaran tunai (kontan) dan tidak tunai. Cara pembayaran tunai 
biasanya digunakan oleh petani yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan 
mendesak seperti biaya rumah sakit dan biaya pendidikan anak-anak mereka.  
Pembayaran dengan cara tidak tunai, yaitu pihak pembeli biasanya akan 
membayar 25% sampai 50% dari harga kesepakatan pada saat melakukan aqad, 
untuk selebihnya akan di bayar pada saat panen singkong selesai. Hal ini dilakukan 
agar petani tidak dapat menjual lagi hasil panennya kepada orang lain.
11
 Seperti apa 
yang dipaparkan Bapak Agus bahwa: 
Dalam jual beli singkong dengan sistem mappalla‟ (borongan) ini pembeli 
memberi uang muka kepada petani. Uang muka diberikan karena untuk 
mengikat transaksi jual beli singkong yang dilakukan. Sehingga petani tidak 
akan menjual singkongya lagi kepada pembeli lain walaupun ditawar dengan 
harga yang lebih tinggi.
12
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Hasan, wawancara pada hari ahad 6 November 2016. 
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Agus, wawancara pada hari selasa 1 November 2016. 
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Setelah pembeli selasai mengambil atau memanen singkong yang berada di 
kebun milik petani, maka pembeli akan melunasi sisa harga pembelian yang belum 
dibayar kepada petani (petani). 
Jual beli dengan uang muka dalam Islam dikenal dengan bai‟ urbun. Praktik 
jual beli dengan uang muka diperbolehkan dalam hukum Islam sebagaimana 
pendapat mazhab Hanabilah yang mengatakan bahwa tidak ada unsur kezaliman pada 
praktik tersebut. Landasan Imam Malik memperbolehkan praktik jual beli dengan 
uang muka yaitu berdasarkan hadist yang di riwayatkan oleh  
ْنَع ِعِفَان ِنْب ثرا لحا, ُهََّنأ ىَر َتْشا َرَمُِعل َراَد  ِنْج ِّسلا ْنِم َناَوْفَص ِنْب 
َيِضَر ُرَمُع , َو َّلاِإ ُهَل َف اَذَك َو اَذَك ْنَِإف َةَّيَُمأ, 
Artinya: 
Diriwayatkan olehNafi bin Al-Harits, ia pernah membelikan sebuah bangunan 
penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila 
Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan 
sekian. (HR. Bukhari) 
Imam Malik juga berpendapat bahwa jual beli dengan uang muka tidak ada 
unsur menzalimi karena uang  muka ini adalah kompensasi dari penjual yang 
menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja 
akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang 
mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada 
imbalannya. 
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Kemudian pembayaran dalam jual beli singkong dengan praktik mappalla‟ 
(borongan) di Desa Lalabata dilakukan setelah terjadi ijāb qabūl pada umumnya tidak 
disertai dengan kwitansi atau tanda bukti pembayaran. Dalam pembayaran yang tidak 
disertai kwitansi tersebut karena yang menjadi dasar adalah rasa kepercayaan dan 
kekeluargaan, karena antara petani dan pembeli sudah saling mempecayai.
13
 Namun 
apabila ada petani yang menginginkan bukti tertulis dari pembeli maka biasanya 
pembeli akan memberikan selembar kertas yang umumnya hanya bertuliskan tanggal 
pembelian, nama pembeli, keterangan bahwa petani menjual singkongnya kepada 
pembeli, serta haraga yang telah disepakati antara petani dan pembeli.
14
 
e. Ijab dan qabul dalam praktik mappalla‟ (borongan) 
Setelah diketahui kuantitas dan kualitas singkong yang diperjual belikan dan 
sudah mencapai kesepakatan mengenai harga antara petani dan pembeli maka 
terjadilah  jual beli. Kemudian antara petani dan pembeli melakukan ijab dan qabul, 
dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya ijab dan qabul telah terpenuhi, sebab ijab 
dan qabul ini dilakukan dengan maksud untuk menunjukkan adanya rasa sama-sama 
rela (ridho) terhadap transaksi jual beli singkong yang mereka lakukan, yaitu antara 
petani dan pembeli. Dengan terjadinya ijab dan qabul maka menimbulkan kewajiban 
atas masing-masing pihak secara timbal balik. 
Ijab dan qabul yang dilakukan dalam jual beli singkong dengan praktik 
mappalla‟ (borongan) di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru 
adalah dengan menggunakan lisan dan diakhiri dengan berjabat tangan antara petani 
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Alimuddin, wawancara pada hari kamis 26 Oktober 2016. 
14
 Agus, wawancara pada hari selasa 1 November 2016. 
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dan pembeli. Pada saat terjadinya , singkong yang menjadi obyek transaksi masih 
berada di pohonnya dan masih berada  di dalam tanah. Dan kemudian proses ijab dan 
qabul dilakukan setelah terjadinya kesepakatan harga antara kedua belah pihak.
15 
Untuk melakukan ijab dan qabul, baik petani maupun pembeli 
mengucapkannya dengan tidak secara tegas artinya kedua belah pihak tidak 
menggunakan lafadz ijab dan qabul sebagaimana mestinya, tetapi dengan 
menggunakan perkataan lain yang menunjukkan maksud yang sama di dalam ijab dan 
qabul tersebut. 
Jual beli singkong dengan praktik mappalla‟ (borongan) di Desa Lalabata 
yang dikedepankan adalah sistem kekeluargaan dan kepercayaan. Petani 
mempercayai pihak pembeli serta berpengalaman tidak akan melakukan penipuan 
dalam hal transaksi tersebut. Karena menurut salah seorang petani selama ini belum 
pernah terjadi permasalahan yang seperti itu.
16
 
Adapun tempat ijab dan qabul jual beli singkong secara mappalla‟ (borongan) 
biasanya dilakukan di kebun milik petani. Pembeli biasanya datang ke kebun untuk 
melihat singkong yang akan diperjual belikan. Setelah mengetahui hasil tanaman 
singkong yang akan dibeli dan kedua belah pihak telah sepakat dengan harga yang 
ditentukan maka, ditempat itu juga ijab dan qabul dilakukan. Namun terkadang ada 
juga yang melakukan ijab dan qabul dirumah petani.
17
  
                                                          
15Kamaruddin, wawancara pada hari jum‟at 21 Oktober 2016. 
16
Hasan, wawancara pada hari ahad 6 November 2016. 
17
Agus, wawancara pada hari selasa 1 November 2016. 
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Berikut adalah daftar nama penjual dan pembeli yang diwawancara di Desa 
Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. 
Tabel 4.7. Daftar Nama yang Diwawancarai. 
 
2. Tradisi Praktik Mappalla’ (Borongan) dalam Jual Beli Singkong Di Desa 
Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Ditinjau dari 
Perspektif Ekonomi Islam 
Jual beli merupakan kelapangan yang Allah berikan kepada umat manusia 
sebagai hamba hamba-Nya. Karena, setiap individu dari setiap manusia memiliki 
kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hidupnya berupa sandang, pangan, dan papan 
yang tidak dapat dikesampingkanya selama manusia masih hidup. Manusia tidak 
dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut untuk 
NO Nama Umur 
(Tahun) 
Pendidikan Pekerjaan 
1 Kamaruddin  54 SD Petani 
2 Daud 36 SD Petani 
3 Alimuddin 46 SD Petani 
4 Darwis 47 SD Petani 
5 Agus 43 SMA Pembeli/Pedagang 
6 Hasan 51 SMP Pembeli/Pedagang 
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berhubungan dengan manusia lain. Sehingga, terjadi hubungan timbal balik antara 
sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 
Hubungan timbal balik dalam memenuhi kebutuhannya tersebut dilakukan 
dengan cara melakukan transaksi pertukaran atau jual beli. Sebagaimana agama Islam 
mengatakan jual beli adalah salah satu mata pencaharian yang terpuji dalam Islam, 
bahkan menurut sebagian ulama, jual beli merupakan mata pencaharian yang paling 
utama. 
Sehingga dalam Islam mengatur beberapa prinsip yang bertujuan agar jual 
beli berlangsung selaras dengan syariat Islam. Sebagaimana agar tidak terjadi 
ketimpangan serta tidak hanyut oleh hawa nafsu, sifat tamak, ambisi untuk menguasai 
dan memperoleh harta dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka dari 
itu, jual beli dalam Islam harus terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya agar 
kemaslahatan manusia sebagaimana tujuan utama dari ajaran Islam bisa diwujudkan. 
Praktek jual beli singkong yang biasa dilakukan masyarakat di Desa Lalabata 
Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru merupakan bentuk jual beli dengan sistem 
borongan atau masyarakat setempat menyebutnya dengan mappalla‟. Untuk sah atau 
tidak mengenai  tersebut harus diketahui terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat 
dalam jual beli yang harus dipenuhi.  
Keabsahan  merupakan hal utama yang menjadi prinsip ekonomi Islam dalam 
melaksanakan suatu transaksi, termasuk dalam hal ini praktik mappalla‟ (borongan). 
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Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam keabsahan  berdasarkan 
rukunnya menurut Islam adalah:
18
 
a. Aqid (petani dan pembeli) 
b. Sighat (ijab dan qabul) 
c. Maq‟ud „alaih (objek aqad) 
Kemudian berkaitan dengan syarat jual beli diantaranya yaitu: 
a. Ditinjau dari aqid (pihak petani dan pembeli) 
Jual beli singkong dengan praktik mapalla‟ (borongan) di Desa Lalabata 
Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru terdiri dari dua pihak yaitu pemilik kebun 
sebagai petani dan pembeli singkong. Petani (pemilik kebun) adalah pemilik sah 
singkong yang dijadikan obyek jual beli tersebut, sedangkan pembeli adalah orang 
yang berprofesi sebagai pedagang singkong yang membeli singkong dalam jumlah 
besar dari petani atau pemilik singkong. 
Pihak-pihak yang terlibat dalam  jual beli singkong dengan praktik mappalla‟ 
(borongan) di Desa Lalabata secara umum telah memenuhi persyaratan untuk 
melakukan  jual beli. Petani maupun pembeli adalah orang dewasa yang sudah baligh 
rata-rata berusia diatas 25 tahun, sehat akalnya (tidak gila atau mabuk) dan bisa 
membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, tidak dalam keadaan dipaksa 
(atas kemauan sendiri) dan dilakukan atas dasar sukarela. 
Menurut Sudarsono dalam bukunya “Pokok-Pokok Hukum Islam” 
memaparkan bahwa antara petani dan pembeli dalam transaksi jual beli harus 
memenuhi syarat sebagai berikut: bukan dipaksa (kehedaknya sendiri), sehat akalnya, 
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Ahmad Wardi muslich, Fiqhi Muamalat, (Cet.1; Jakarta: Sinar Grafatika Offset, 2010), h. 
290. 
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orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sampai umur atau baligh, 
keadaannya tidak mubādzir (pemboros), karena harta orang yang mubādzir itu 
diwilayah tangan walinya.
19
 Sedangkan menurut syarat yang berkaitan dengan aqid 
(para petani dan pembeli), semua madzab sepakat bahwasannya seorang aqid harus 
mumayyiz (bisa membedakan yang baik dan buruk).
20
 
 Jual beli singkong dengan praktik mappalla‟ (borongan) di Desa Lalabata 
dilakukan kedua belah pihak yaitu petani dan pembeli dilakukan oleh orang dewasa, 
aqad tersebut dilakukan atas kemauaan sendiri tidak dipaksakan dan atas dasar suka 
sama suka. Dengan demikian para pihak yang ber dalam  jual beli singkong dengan 
praktik mappalla‟ (borongan) di Desa Lalabata telah memenuhi persyaratan serta 
rukun jual beli mengenai aqid (petani dan pembeli). 
b. Ditinjau dari shighat (ijab dan qabul) 
Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan. Hal ini 
karena ijab dan qabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab 
dan qabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, 
misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau petaninya jauh, boleh dengan 
perantaraan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul. Adanya kerelaan 
tidak dapat dilihat sebab berhubungan dengan hati, oleh karena itu, wajiblah 
dihubungkan dengan sebab lahir yang menunjukkan kerelaan itu, yaitu shighat (ijab 
dan qabul).
21
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Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1992) h. 396. 
20
Ghufran  Mas‟adi A. Fiqih Muamalat Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2002), h. 121. 
21Ibnu Mas‟ud, Fiqih Mdzhab Syafi‟I, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 26. 
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Jual beli singkong dengan praktik mappalla‟ (borongan) di Desa Lalabata 
Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dalam melakukan ijab dan qabul yang 
dikedepankan adalah kekeluargaan dan kepercayaan, karena dalam jual beli tersebut 
tidak disertai dengan adanya surat-surat tertulis seperti surat perjanjian, kwitansi atau 
bukti pembayaran lainnya, sehingga sudah saling percaya satu sama lain. 
ijab dan qabul dalam hukum Islam agar benar-benar mempunyai akibat 
hukum terhadap obyek , diperlukan beberapa syarat. ijab dan qabul ini menurut 
kesepakatan ulama, memenuhi beberapa persyaratan yaitu: 
1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal 
2) Qabul sesuai dengan ijab 
3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis atau antara ijab dan qabul tidak 
terpisah dengan waktu yang lama.
22
 
Ijab dan qabul yang dilakukan dalam jual beli singkong dengan praktik 
mappalla‟ (borongan) di Desa Lalabata, yaitu pihak pembeli datang ketempat petani 
dan ijab dan qabul dilakukan di kebun setelah dilakukan penaksiran kuantitas dan 
kualitas serta harga ditentukan maka saat itu juga ijab dan qabul dilakukan. Selain itu 
terkadang ijab dan qabul dilakukan di rumah pihak petani (pemilik kebun). Seperti 
yang dipaparkan oleh Sudarsono bahwa ijab ialah perkataan petani, seperti “saya jual 
barang ini sekian”. qabul adalah perkataan si pembeli, seperti “saya beli barang 
tersebut dengan harga sekian.”23 
Ijab dan qabul yang diucapakan dalam aqad jual beli singkong dengan praktik 
mappalla‟ (borongan) di Desa Lalabata dilakukan secara langsung yaitu dengan 
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Nasrun Haroen, Fiqh Mu‟amalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) h. 116. 
23
Sudarsono, Pokok-Pokok  Hukum Islam, h. 401. 
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menggunakan lisan. Akan tetapi kata yang digunakan dalam aqad jual beli di desa 
Lalabata dengan menggunakan perkataan yang lain yang menunjukkan maksud yang 
sama di dalam ijab dan dan qabul tersebut. 
Sebagaimana kebiasaan yang terjadi pada jual beli singkong dengan praktik 
mappalla‟ (borongan) di Desa Lalabata, bahwa keberadaan singkong pada saat terjadi 
aqad masih terdapat dalam tanah. Adapun ijab dan qabulnya dilakukan setelah terjadi 
kesepakatan harga. Hal semacam itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, di 
mana bentuk ijabnya adalah berupa penyerahan singkong, yang pada saat itu masih 
berada di dalam tanah, sedangkan qabulnya adalah berupa penerimaan singkong. Hal 
semacam itu terlihat timbal balik atau kewajiban antara petani dan pembeli telah 
terpenuhi dengan adanya ijab dan qabul. 
Berdasarkan uraian tersebut, bahwa ijab dan qabul dalam jual beli harus tetap 
ada, hanya saja bentuknya tergantung dari kebiasaan mereka masing-masing, yang 
paling penting adalah maksud dan tujuan sama serta kerelaan kedua belah pihak tetap 
ada. Sedangkan ijab dan qabul diadakan adalah untuk menunjukkan adanya suka rela 
timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan kedua belah pihak yang bersangkutan. 
Dengan demikian  terjadi antara kedua belah pihak dengan suka sama suka dan saling 
rela. Prinsip saling merelakan inilah yaang selalu dianjurkan dalam al-Qur`an dan as-
Sunnah. 
c. Ditinjau dari maq‟ud „alaih (obyek aqad )  
70 
 
Syarat-syarat barang yang menjadi obyek  dalam jual beli haruslah diketahui 
dengan jelas dzatnya, kadar, sifat, wujud, dan diketahui pula massanya, serta dapat 
diserahterimakan, sehingga terhindar dari kesamaran dan penipuan.
24
 
Hukum Islam melarang memperjual belikan barang yang dikategorikan 
barang najis atau diharamkan oleh syara`, seperti darah, bangkai, dan babi. Karena 
benda-benda tersebut menurut syari`ah tidak dapat digunakan.
25
 
Praktik jual beli singkong dengan praktik mappalla‟ (borongan) di Desa 
Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, barang yang dijadikan obyek 
jual beli jelas merupakan milik petani, barang atau obyek jual beli keadaannya tidak 
najis atau bersih barangnya, diketahui bentuk atau wujudnya karena ada dan bisa 
dilihat oleh mata dengan secara nyata.  
Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli, pada prinsipnya seluruh 
madzhab sepakat bahwa obyek aqad harus bisa dimanfaatkan, suci, wujud (ada), 
diketahui secara jelas dan dapat diserahterimakan. Dalam hal jihālah (ketidak jelasan 
obyek ) menurut Hanafiyah mengakibatkan fasid, sedangkan menurut jumhur ulama 
berakibat membatalkan  jual beli.
26
 
Mengenai syarat kejelasan jumlah atau kuantitas yang dijadikan obyek jual 
beli yaitu singkong, terkesan terdapat unsur gharar, yaitu berupa barang yang dijual, 
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Ahmad Wardi muslich, Fiqhi Muamalat, h. 189-190. 
25
Wahbah Zulhaili, Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu, terj. Setiawan Budi Utomo, Fiqh 
Muamalah Perbankan Syari‟ah. (Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia, TBK, 1999), h. 18/91. 
26
Wahbah Zulhaili, Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu, terj. Setiawan Budi Utomo, Fiqh 
Muamalah Perbankan Syari‟ah, h. 24/49 
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secara jumlah belum bisa diketahui karena obyek  yaitu singkong masih berada di 
dalam tanah. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam menanggapinya, 
berikut beberapa pendapat para ulama mengenai hukum gharar:
27
 
Imam An-Nawawi menyatakan, pada asalnya jual-beli gharar dilarang. Akan 
tetapi hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya, seperti pondasi 
rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang 
dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina. Juga apakah lahir sempurna 
atau cacat. Demikian juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya. 
Menurut ijma‟ para ulama, semua (yang demikian) ini diperbolehkan. Juga, para 
ulama menukilkan ijma tentang bolehnya barang-barang yang mengandung gharar 
yang ringan. 
Ibnul Qayyim juga mengatakan tidak semua gharar menjadi sebab 
pengharaman. Gharar, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, 
maka tidak menjadi penghalang keabsahan aqad jual beli. Karena, gharar (ketidak 
jelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengandung, atau 
buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas 
darinya. Demikian juga gharar yang ada dalam hammam (pemandian) dan minuman 
dari bejana dan sejenisnya, adalah gharar yang ringan. Sehingga keduanya tidak 
mencegah jual beli. Hal ini tentunya tidak sama dengan gharar yang banyak, yang 
mungkin dapat dilepas darinya. 
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Sedangkan mengenai jual beli buah atau tanaman yang masih berada atau 
terpendam di dalam tanah para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual-
beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Menurut Imam Syafi‟i 
dan Abu Hanifah memandang ghararnya besar, dan memungkinkan untuk dilepas 
darinya, shingga mengharamkannya. Adapun Imam Malik memandang ghararnya 
ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, 
sehingga memperbolehkannya, 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim merajihkan pendapat yang 
membolehkan, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, dalam permasalahan ini, 
madzhab Imam Malik adalah madzhab terbaik, yaitu diperbolehkan melakukan jual-
beli perihal ini dan semua yang dibutuhkan, atau sedikit ghararnya, sehingga 
memperbolehkan jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah, seperti wortel, 
lobak dan sebagainya yang sudah diketahui wujudnya. Jual-beli tersebut tidak 
termasuk dalam jual beli gharar, karena orang yang sudah berpengalaman akan 
mampu untuk mengetahui isi dan kadar tanaman tersebut meskipun belum dicabut. 
Misalnya, dengan melihat batang dan daunnya maka bisa diprediksikan apakah biji-
bijian tersebut bagus ataukah tidak, juga dengan mencabut satu atau dua tanaman 
akan bisa diprediksikan berapa jumlah yang akan dihasilkan dalam kebun atau ladang 
tersebut. 
Imam An-Nawawi menjelaskan bolehnya jual beli yang ada ghararnya 
apabila ada hajat untuk melanggar gharar ini karena praktik yang mengandung 
gharar tersebut merupakan praktik yang dibutuhkan oleh orang banyak sehingga 
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akan menimbulkan kesulitan jika dihapuskan. Dan kandungan ghararnya masih 
tergolong gharar yang ringan serta tidak mungkin melepasnya kecuali dengan susah.  
Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi jelaslah, bahwa tidak semua jual-
beli yang mengandung unsur gharar dilarang. Permasalahan ini, sebagaimana 
nampak dari pandangan para ulama, karena permasalahan yang menyangkut gharar 
ini sangat luas dan banyak. Walau demikian, bukan berarti kita bebas sesuka hati 
dalam membuat kesimpulan karena ternyata para ulama telah meletakkan kaidah 
yang jelas dalam menilai apakah gharar yang ada termasuk yang terlarang atau yang 
dimaafkan. Al-Imam al-Mawardi asy-Syafi‟i Rahimahullah memberikan pedoman 
kepada kita metode yang benar-benar bagus dan jelas dalam mengidentifikasi gharar 
yang ada pada suatu aqad, yaitu: 
اَمه هَبُلْغَأ اَمه هفَوْخَأ ِنْيَزِئاَج ََْيْب َد َّد ََرت اَم ،ِعْيَْبلا َْفَ ِرَرَْغلا هةَقْيِقَحَو 
 
“Hakikat gharar yang terlarang dalam aqad jual beli ialah, suatu keadaan 
yang memiliki dua kemungkinan tetapi kemungkinan buruklah yang paling besar 
peluangnya”28 
Kaidah tersebut menjelaskan bahwa batasan gharar yang terlarang dari yang 
dimaafkan ialah: Bila keadaan mengharuskan kita untuk mengesampingkan unsur 
gharar yang ada, dikarenakan gharar itu tidak mungkin untuk dihindari kecuali 
dengan mendatangkan hal-hal yang sangat menyusahkan, maka gharar yang 
demikian itu adanya dianggap gharar yang remeh, sehingga tidak mempengaruhi 
hukum jual-beli. Sebaliknya, bila gharar itu dapat dihindarkan tanpa mendatangkan 
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kesusahan yang besar, maka jual-beli yang mengandung gharar menjadi terlarang 
alias batal. 
Pihak-pihak yang bertransaksi dalam praktik mappalla‟ (borongan), adalah 
orang-orang yang sudah berpengalaman dalam melakukan penaksiran sehingga 
jarang terjadi kerugian saat melakukan transaksi. Karena praktek mappalla‟ 
(borongan) sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa 
Lalabata selama bertahun-tahun. Praktik tersebut sudah menjadi kebutuhan 
masyarakat di Desa Lalabata untuk memudahkan mereka dalam menjual hasil panen 
singkong setiap tahunnya. Sehingga berdasarkan kaidah tersebut dapat dipahami 
bahwa praktik mappalla‟ (borongan) lebih memiliki kemungkinan positif daripada 
kemungkinan negatifnya. 
Berdasarkan pendapat para ulama tersebut maka dapat dipahami bahwa tidak 
semua jual beli yang mengandung gharar itu diharamkan. Jika kadar ghararnya 
tergolong ringan dan tidak mungkin dilepas darinya kecuali dengan susah serta 
merupakan jual beli yang dibutuhkan oleh orang banyak, maka jual beli yang 
mengandung gharar tersebut dikecualikan dari hukum asalnya dan diperbolehkan 
menurut hukum Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa singkong yang menjadi 
obyek jual beli dalam praktik mappalla‟ (borongan) di Desa Lalabata sudah sesuai 
dengan syarat-syarat obyek jual beli menurut hukum Islam.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai tradisi praktik mappalla’ (borongan) 
dalam jual beli singkong di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Mekanisme tradisi praktek mappalla’ (borongan) dalam jual beli singkong di 
Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yaitu, ketika 
singkong sudah memasuki waktu panen, penjul menawarkan singkongnya 
kepada pembeli. Kemudian penjual dan pembeli sama-sama melakukan 
penaksiran atau dugaan dengan cara mengitari kebun singkong yang menjadi 
obyek transaksi kemudian mencabut beberapa batang singkong sebagai 
sampel untuk mengetahui kualitas dan memperkirakan jumlah seluruh hasil 
panen tanaman singkong tersebut. Dari hasil penaksiran keduanya menjadi 
landasan untuk menentukan harga singkong mlik petani. Selanjutnya setelah 
terjadi kesepakatan harga ijab qabul dilakukan dengan memberikan sejumlah 
uang oleh pembeli kepada petani (penjual) sebagai pengikat diantara 
keduanya, dan kemudian akan dilunasi sisanya oleh pembeli setelah setelah 
proses panen singkong selesai. 
2. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, tradisi praktik mappalla’ (borongan) 
dalam jual beli singkong di Desa Lalabata sudah sesuai dengan aturan-aturan 
jual beli dalam Islam, karena setelah dinjau dari rukun dan syarat jual beli, 
praktik tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang berlaku 
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dalam Islam. Dimana gharar (ketidakjelasan) yang terkait obyek transaksi 
yaitu singkong berdasarkan beberapa pendapat para ulama masih tergolong 
dalam gharar yang ringan dan tidak mungkin dilepas kecuali dengan kesulitan 
sehingga dikecualikan dari hukum asal gharar.  
B. Saran  
berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya diatas, maka penulis 
dapat memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan. 
1. Kepada masyarakat Desa Lalabata, agar lebih memperhatikan aturan -aturan 
dalam bermuamalah khususnya tentang aturan jual beli dalam Islam agar 
tidak melenceng dari ketentuan syari’at Islam. 
2. Meskipun selama ini dalam jual beli singkong dengan praktek mapppalla’ 
(borongan) di Desa Lalabata belum pernah menimbulkan konflik ataupun 
perselisihan, akan tetapi alangkah baiknya jika perjanjian jual beli antara 
petani (penjual) dan pembeli dilakukan secara tertulis dan jelas sehingga 
perjanjian jual beli tersebut akan mempunyai kekuatan hukum yang pasti 
(formil) sehingga bisa dipertanggung jawabkan di kemudian hari. Dan ini 
akan lebih menjaga hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait. 
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